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ABSTRAK
Nama Penyusun : Hasman
NIM : 40200109006
Judul Skripsi : “Darul Islam (Studi Ide Pembentukan dan Gerakan Negara Islam
di Sulawesi Selatan ).”
Skripsi ini membahas tentang Darul Islam (Studi Ide dan Pembentukan
Negara Islam di Sulawesi Selatan). Pokok permasalahan adalah bagaimana Ide
Pembentukan dan Gerakan Darul Islam di Sulawesi Selatan. Dalam menjawab
permasalan tersebut, penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunaklan
metode Library Research dan Field research, dilihat dengan pendekatan sejarah dan
dibahas dengan menggunakan metode kualitatif dengan  analisis isi.
Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Abdul Qahhar
Mudzakkar, berawal dari terjadinya perbedaan pandangan antara pemerintah dengan
para gerilyawan (KGSS) mengenai rasionalisasi dan reorganisasi ketentaraan pasca
Konfrensi Meja Bundar (KMB). Perbedaan itu ternyata tidak dapat diselesaikan.
Akhirnya pihak KGSS kemudian mengorganisasikan diri kedalam CTN, kemudian
TKR dan akhrinya menjadi DI/TII.
Pada tanggal 7 Agustus 1953 Komandan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di
Sulawesi Selatan, Abdul Qahhar Mudzakkar memproklamasikan penggabungan
pasukan-pasukan dan daerah yang dikuasainya, ke dalam Negara Islam Indonesia
(NII) yang berada di bawah pimpinan Imam Kartosoewiryo yang berpusat di Jawa
Barat. Negara Islam Indonesia dalam perjalananya, terjadi arah gerakan yang
berlawanan antara Imam Kartosoewiryo dan Abdul Qahhar Mudzakkar dalam hal
bentuk Negara kemudian Abdul Qahhar Mudzakkar Keluar dan membentuk
pertemuan (PUPIR III). Pada tanggal 14 Mei 1962 dideklarasikan berdirinya
Republik Persatuan Islam Indonesia di bawah Pimpinannya sendiri.
Kehadiran DI/TII di daerah Sulawesi Selatan menimbulkan pro dan kontra.
Sebagian masyarakat mendukung atau bergabung dengan DI/TII, dan yang lainnya
tidak merespon kehadirannya dan lebih meninggalkan kampung halamanya. Dengan
demikian, ditempatkannya Sulawesi Selatan sebagai daerah operasi telah
menimbulkan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat.
1BAB I
PENDAHULAUN
A. Latar Belakang Masalah
Awal mula masuknya Islam di Indonesia sampai hari ini menjadi bahan
perdebatan, yang pasti bahwa Islam datang ke wilayah Nusantara melalui jalur-
jalur pelayaran disepanjang pulau-pulau Nusantara.1
Diawal abad ke 20 merupakan fase bangkitnya nasionalisme di Indonesia
yang ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan masyarakat pribumi yang
menentang kolonialisme Belanda. Situasi ini, Islam memainkan peranan penting
dalam mata rantai yang menyatukan rasa persatuan nasional dalam menentang
penjajahan Belanda di Nusantara.
Diawal gerakan kebangsaan Indonesia, salah satu upaya politik yang
ditampilkan Islam di Indonesia ditandai dengan berdirinya Sarekat Dagang Islam
(SDI) yang didirikan oleh H. Samanhoedi di Solo pada tahun 1911. Pada awal
berdirinya memang dilandaskan pada usaha perdagangan untuk menggalang
pedagang-pedagang muslim agar mempunyai eksistensi diforum lalu lintas
perdagangan.2
Sarekat Dagang Islam dalam perjalanannya berubah nama menjadi
Sarekat Islam (SI) dibawah kepemimpinan H.O.S. Tjokrominoto, Agus Salim
dan Abdoel Moeis yang membawa organisasi ini menjadi organisasi politik
1Ajid Thohir, Studi Kawasan Dunia Islam: Perspektif Etno-Linguistik dan Geo-Politik
(Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 394 -395
2Bahtiar Effendy, Islam dan Negara : Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam
di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 62.
2nasional pertama yang mengembangkan program politik yang menuntut
pemerintahan sendiri dengan sikapnya yang kontroversial berkaitan non
cooperation dengan pemerintahan Belanda.3 Hanya saja, Sarekat Islam gagal
mempertahankan perannya pada tahun–tahun berikutnya sebagai pelopor
kebangkitan dan kesadaran nasional. Ini terjadi, sebagai akibat dari masuknya
gagasan Marxis pada tahun 1917 ke dalam tubuh lembaga.  Parahnya, ini
menyebabkan adanya perseteruan dalam landasan teologis – ideologis, dimana
H.O.S.  Tjokrominoto dan kawan – kawan menjadikan Islam sebagai Ideologi
yang searah dengan Pan – Islamisme di Timur Tengah, sementara Semaoen dan
Darsono lebih menghendaki disingkirkannya agama dalam politik praktis.4
Perpecahan tersebut menjadikan Sarekat Islam kurang menarik bagi
beberapa tokoh–tokoh intelektual muda yang berpendidikan Barat. Salah seorang
diantaranya adalah Soekarno, yang kemudian mendirikan Partai Nasional
Indonesia (PNI) pada tahun 1927. Sebagaimana organisasi lain, tujuan PNI
adalah menjadikan kemerdekaan Indonesia sebagai tujuan akhir. Gagasan
mengenai persatuan seluruh rakyat Indonesia menyebabkan partai ini
berlandaskan ideologi nasionalisme, sekalipun Soekarno adalah seorang Muslim.
Sebagai mana Soekarno mengatakan bahwa  partai tersebut tidak dapat
mendasarkan diri kepada ideologi Islam.5
3Mansur, Sejarah Sarekat Islam dan Pendidikan Bangsa (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2004), h. 16.
4Bahtiar, op. cit., h. 63 – 67.
5Baca “Gugatan dari Kaleng Rombeng”, Tempo, 19-25 Mei 2008, h. 32-33. Disini
dijelaskan bahwa PNI merupakan metamorfosis dari Algemeene Studie Club yang didirikan
Soekarno di Bandung, tapi tidak disebutkan tahun berdirinya Club ini.
3Pada sidang-sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), permasalahan pokok yang dibicarakan
adalah persolan bentuk negara, dasar negara dan hal-hal yang berkaitan dengan
pembuatan suatu konstitusi. Perdebatan ini berlangsung secara penuh pada
pertemuan – pertemuan BPUPKI diakhir Mei sampai pertengahan Agustus 1945.
Untuk mengatasi permasalahan ini dibentuklah “Panitia Sembilan”.
Panitia ini terdiri atas sembilan orang, seperti Soekarno, Hatta, Achmad
Subardjo, Muhammad Yamin, Abikusno Tjokrosujoso, A. Kahar Muzakkir, Agus
Salim, A. Wahid Hasjim dan A.A. Maramis. Berdasarkan keputusan dari “Panitia
Sembilan” pada tanggal 22 Juni 1945 disahkannya Pancasila sebagai dasar
negara dengan menambah tujuh kata dalam sila pertama menjadi “ Ketuhanan
dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.
Konsep ini kemudian disebut Piagam Jakarta. Piagam ini adalah sebuah
kompromi politis ideologis antara golongan yang beraspirasi Islam dan kelompok
nasionalis yang sebagian besar juga beragama Islam, akan tetapi menolak ide
negara berdasarkan Islam. Meskipun demikian UUD 1945 yang disahkan sehari
setelah proklamasi kemerdekaan, ternyata menghapuskan tujuh kata dalam
Piagam Jakarta diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menetapkan
Pancasila sebagai dasar negara.6 Sebenarnya, yang diinginkan dengan
pencantuman tujuh kata tersebut adalah memberikan status konstitusional bagi
syari’ah.7
6Bahtiar, loc. cit. Dijelaskan juga Slamet Muljana, Kesadaran Nasional: dari
Kolonialisme sampai Kemerdekaan, jilid 2 ( Yogyakarta: LKiS, 2008), h. 40.
7Lihat Martin van Bruinessen dalam bukunya yang diterjemahkan Farid Wajidi, Rakyat
Kecil, Islam dan Politik (Cet. II; Yogyakarta:  Yayasan Bentang Budaya, 1999), h. 283.
4Sementara perdebatan di BPUPKI berlangsung secara alot antara
kelompok Islam dan kelompok nasionalis, tiga hari sebelum Indonesia
memproklamirkan kemerdekaannya, Sekarmadji Maridjan Kartosoewiryo8
memproklamirkan Negara Islam yang merdeka pada tanggal 14 Agustus 1945 di
Jawa Barat setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Namun, setelah Indonesia
diproklamirkan oleh Soekarno – Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekarmadji
Maridjan Kartosoewiryo kembali memihak kepada Repubilik Indonesia.9
Pasca diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1948
setelah ditariknya Divisi Siliwangi dari Jawa Barat ke daerah Yogyakarta,
perjuangan melawan Belanda dilanjutkan pasukan gerilyawan Muslim dibawah
kepemimpinan Kartosoewiryo, secara tegas Kartosoewiryo menyerukan perang
suci.10 Hal ini menuai kritik dari pemerintahan Belanda dan pemerintah
Indonesia. Namun, sikapnya tidak luntur dan menganggap perjanjian Renville
telah melampaui supremasi politik Indonesia. Gerakan ini berlanjut dan pada
tanggal 7 Agustus 1949 Kartosoewiryoo memproklamirkan berdirinya Negara
Islam Indonesia untuk yang kedua kalinya. Sejak saat itu, gerakan ini dianggap
oleh pemerintah sebagai separatisme.11
Sementara di kubu Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
(APRIS), memasuki babak baru di daerah Sulawesi Selatan, dimana terjadi
sengketa Pusat-Daerah yang ramai dibicarakan tahun 1950. Kesatuan Gerilyawan
8Baca sejarah singkat SM. Kartosuwirjo yang dimuat majalah Prisma No. 5 Mei 1986, h.
79-96.
9Abd. Rahman Hamid, Abdul Qahhar Mudzakkar Mendirikan Negara Islam?
(Makassar: Pustaka Refleksi, 2009), h. 23.
10 Martin, op. cit., h. 284.
11 Hamid, op. cit., h. 24 – 25.
5Sulawesi Selatan (KGSS) diajukan untuk mendapatkan tempat yang layak di
tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melalui reformasi Resimen dan
Letnan Kolonel Abdul Qahhar Mudzakkar menjadi Komandan. Namun
permohonan ini ditolak oleh Kolonel Alex Kawilarang yang menjabat sebagai
Panglima TT VII Wirabuana. Akhirnya timbul ketegangan antara APRIS dengan
KGSS. Atas kekecewaan Abdul Qahhar Mudzakkar, pada tanggal 1 Juli 1950
Kahar meletakkan tanda pangkat Letnan Kolonelnya di hadapan  Kolonel Alex
Kawilarang dan sejak itu Abdul Qahhar Mudzakkar memilih masuk hutan. Pada
tanggal 7 Agustus 1953 Abdul Qahhar Mudzakkar meproklamirkan Sulawesi
menjadi bagian Negara Islam Indonesia dibawah pimpinan SM. Kartosoewiryo.
Sejak saat itu Abdul Qahhar Mudzakkar diangkat menjadi Panglima Divisi IV
Tentara Islam Indonesia.12
Sementara daerah tempat gerakan Darul Islam pertama-tama mulai, dan
menyebar kebagian - bagian lain Indonesia, adalah daerah pegunungan di Jawa
Barat, yang ke timur dari Bandung sampai ke perbatasan dengan Jawa Tengah.
Umumnya, bila orang membicarakan pemberontakan Darul Islam, daerah inilah
yang mereka maksud. Sering dilupakan bahwa juga terjadi pemberontakan yang
serupa dan berhubungan di bagian - bagian lain daerah Indonesia. Yang
menambah kesulitan yang dihadapi perintah yang berturut-turut di Indonesia
dalam menumpas pemberontakan maupun memperkukuh konotasi yang
mengerikan tentang kata-kata Darul Islam dalam semua kalangan.13
12Andi Wanua Tangke, Misteri Abdul Qahhar Mudzakkar Masih Hidup (Cet. 9;
Makassar: Pustaka Refleksi, 2009), h. 7. Bandingkan Barbara Sillars Harvey, Tradition, Islam,
and Rebbelion: South Sulawesi 1950-1965, diterjemahkan dengan judul Pemberontakan Abdul
Qahhar Mudzakkar: Dari Tradisi Ke DI/TII (Jakarta: Grafiti Perss, 1989), h. 189.
13 C. Van Dijk, Darul Islam, (Jakarta: Tempo, 1982).,  h.1.
6Negara Islam Indonesia dalam perjalanannya, terjadi arah gerakan yang
berlawanan antara Sekarmadji Mardjan Kartosoewiryo dan Abdul Qahhar
Mudzakkar dalam hal bentuk negara. SM. Kartosoewiryo menghendaki tetap
sebagai negara kesatuan Islam sementara Abdul Qahhar Mudzakkar
menghendaki sebagai negara federasi Islam. Konsep ini telah diajukan Abdul
Qahhar Mudzakkar agar Negara Islam Indonesia dirubah menjadi Republik
Persatuan Islam Indonesia namun SM. Kartosoewiryo menolak mentah - mentah
gagasan Abdul Qahhar Mudzakkar. Untuk mengakomodir gagasannya, maka
Abdul Qahhar Mudzakkar mengadakan pertemuan dengan pengikutnya.
Pertemuan ini bernama Pertemuan Urgentie Pejuang Islam Revolusioner III
(PUPIR III) pada tanggal 14 Mei 1962 yang melahirkan Piagam Makalua, dan
hari itu juga dideklarasikan berdirinya Republik Persatuan Islam Indonesia.14
Mungkin sudah menjadi perhitungan Abdul Qahhar Mudzakkar bahwa
dukungan para anggota progresif bangsawan mereka yang berjuang melawan
belanda dan menyetujui cita-cita keadilan sosial dikemukakan Abdul Qahhar
Mudzakkar akan hilang apabila perjuangan kelas Marxis atau revolusi komunis
diproklamirkan. Ia mengira bahwa mempertahankan dukungan mereka, tanpa
mengerbankan tujuan untuk mencapai keadilan sosial, dalam perjuangan untuk
menegakkan suatu negara Islam, Islam dengan prinsip persamaan haknya dapat
digunakan sebagai serangan tidak langsung terhadap feodalisme.15
Banyak dukungan dari segala pihak dari organisasi Islam seperti
Muhammadiyah, dan Masyumi dalam menentang PKI dan semangat
14Ibid., h. 12 – 14.
15 Ibid., h.147.
7antikomunismenya sekalipun tidak ada hubungannya antara Masyumi dengan
Darul Islam baik di Jawa maupun Sulawesi Selatan namun ada kesejajaran
tertentu untuk mendirikan Indonesia suatu negara Islam dan diberlakukannya
hukum Islam sebagai Warga negara yang beragama Islam, kenyataannya banyak
pendukung Abdul Qahhar Mudzakkar telah bersekolah di sekolah Islam yang
memperkuat hubungan Ini.
Penelitian ini mencoba mengangkat kembali gagasan Darul Islam yang
telah lama tersembunyi di dasar lautan yang dalam yakni konsep Negara Islam.
Bentuk negara kesatuan hari ini bukanlah bentuk final, bagi penulis ini adalah
tahap penemuan bentuk ideal dalam mengakomodir segala kepentingan dan
menentukan masa depan bangsa dan negara.
Oleh karena itu, studi tentang pemikiran Darul Islam menjadi sangat
menarik dan patut untuk diteliti secara mendalam dalam rangka memberikan
kontribusi positif yang tinggi bagi upaya memahami Darul Islam dalam
kaitannya dengan relasi Islam dan negara. Untuk itu judul yang diangkat dalam
penelitian ini adalah “Darul Islam (Studi Ide Pembentukan dan Gerakan Negara
Islam di Sulawesi Selatan)”.
B. Rumusan Dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa
pokok masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana Ide Pembentukan dan
Gerakan Darul Islam di Sulawesi Selatan?
Untuk mengarahkan penelitian ini, Pokok masalah tersebut, dijabarkan
dalam sub masalah sebagai berikut:
81. Bagaimana ide pembentukan Darul Islam di Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana gerakan Darul Islam di Sulawesi Selatan?
3. Bagaimana respon masyarakat Sulawesi Selatan terhadap Darul Islam?
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami
penelitian ini, maka penulis akan memaparkan pengertian beberapa variabel yang
dianggap penting.
1. Darul Islam adalah Rumah atau Keluarga Islam yaitu dunia atau wilayah,
kota Islam untuk merealisasikan cita-cita Negara Islam.16
2. Ide adalah rancangan pemikiran atau gagasan cita-cita tentang sesuatu17.
3. Negara adalah organisasi raksasa yang dibentuk oleh sekolompok orang atas
kemauan, kesamaan nasib, latar belakang dan cita – cita untuk hidup bersama
dalam suatu wilayah tertentu.18.
berdasarkan definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa
Darul Islam dengan Studi Ide Pembentukan dan Gerakan Negara Islam di
Sulawesi Selatan adalah kajian yang membahas tentang gagasan Konsep Negara
Islam dan diwarnai dengan gerakan – gerakannya yang dapat mengakomodir
segala kepentingan daerah atau negara bagian, akan tetapi tetap dibawah payung
negara Islam yang diperjuangkannya serta segenap upaya atau aksi politiknya
16 C. Van Dijk. Daraul Islam (Jakarta: Tempo, 1982),  h, 1.
17 Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry. Kamus Ilmiah Populer. (Surabaya: Arkola),
h. 243
18Prof. Miriam Budiardjo, Dasar - Dasar Ilmu Politik, edisi revisi (Cet. III; Jakarta:
Gramedia, 2008), h. 47- 49.
9untuk mengkontekstualisasikan gagasan Islam dalam bentuk negara, sehingga
perlu dengan jelas digambarkan Agama Islam secara umum sehingga tidak
menghilangkan nilai dalam objek kajian ini.
Secara umum Islam adalah Agama yang dibawah oleh Nabi Muhammad
saw. dengan kitab suci Al-Quran19. Sementara itu, menurut Yusuf Al-Qaradhawi,
berbicara tentang negara dalam kaitannya dengan Alquran, baik dalam ayat
Makkiyah maupun lebih lanjut Qaradhawi mengatakan bahwa sekalipun tidak
dijelaskan secara terperinci akan tetapi Islam merupakan agama sempurna yang
membahas segala aspek kehidupan.20 Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S.
Al-Maa’idah/5:3:
                     
            
Terjemahnya:
...Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku
cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhoi Islam sebagai
agamamu....(Q.S. Al-Maa’idah/5:3)21
19Kamus Ilmiah populer, CV Pustaka Agung Harapan Surabaya, h. 245
20Lihat Yusuf Al-Qaradhawi, Ad-Din was As-Siyasah, diterjemahkan oleh Khoirul Amru
Harahap dengan judul Meluruskan Dikotomi Agama & Politik: Bantahan Tuntas Terhadap
Sekularisme dan Liberalisme (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007), h. 20.
21Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemahan, (edisi tahun 2002) Jakarta: Al-
Huda, 2005, h. 108.
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Ummat Islam memulai hidup bernegara setelah Nabi Muhammad saw.
hijrah ke Madinah. Setelah Nabi Muhammad saw. menetap di Madinah, Nabi
Muhammad saw. mempermaklumkan satu piagam yang mengatur kehidupan dan
hubungan antar kelompok atau etnis yang berdomisili di Madinah. Di Kota ini
pertama kali hidup satu komunitas Islam yang bebas dan merdeka dibawah
kepemimpinan Nabi Muhammad saw. dan diatur dalam piagam. Piagam ini
kemudian lebih dikenal sebagai Piagam Madinah, yang menurut para pakar
politik Islam bahwa inilah konstitusi negara Islam pertama.22
D. Tinjauan Pustaka
Persoalan politik Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah
perjalanan bangsa ini, dimana keterlibatan Islam dalam upaya memerdekakan
Indonesia memiliki peran penting. Begitupun dalam merumuskan ideologi
negara, Islam dan pemeluknya hadir dalam panggung sejarah sekalipun berada
dalam panggung antagonis antara kelompok Islam dan nasionalis.
Atas dasar itulah, penulis menganggap pentingnya pemahaman yang utuh
terhadap Darul Islam mengenai ide dan pembentukan negara Islam di Sulawesi
Selatan. Studi ini secara spesifik mengkaji pemikiran dan upayanya dalam
mewujudkan konsepsi mengenai hubungan antara Islam dan konsep negara.
22 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, edisi lima
(Jakarta: UI-Press, 1993), h. 9-10. Bandingkan Hasby Ash Shiddieqy, Islam & Politik Bernegara,
disadur dari karya Prof. Dr. Dhiyauddin Ar Rayis, An Nazhariyat As Siyasiah Al Islamiyah:
Islamic Political Theories (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), h. 5. Baca juga Badri Yatim,
Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II, edisi 1 (Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo Persada,
1995), h. 25-33.
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Adapun pokok masalah yang akan diteliti penulis pernah dibahas oleh
penulis lain sebelumnya namun perbedaan utama dengan penelitian penulis yaitu
penulis menjelaskan secara spesifik bagaimana Ide Darul Islam dan gerakan
pembentukan negara atau konstruksi negara Islam dalam pola penerapan Islam
melalui pandangan Darul Islam di Sulawesi Selatan.
Agar nantinya pembahasan ini lebih terfokus pada pokok kajian
penulisan, maka penulis telah menggunakan beberapa literatur yang masih
berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai
berikut:
C. Van Dijk dalam bukunya Darul Islam Sebuah Pemberontakan, buku
ini merupakan salah-satunya telaah ilmiah yang mencoba merenkonstruksi
sejarah pemberontakan Darul Islam di berbagai daerah, dan peristiwa-peristiwa
yang menyebabkan dan mendorong meletusnya. Dengan uraian panjang dan
mendalam, telaah ini diakhiri dengan analisa cukup tajam terhadap pertanyaan
yang timbul kemudian: mengapa orang menjadi pengikut Darul Islam.
Barbara Sillars Harvey dalam bukunya Tradition, Islam, and Rebellion:
South Sulawesi 1950-1965 yang diterjemahkan dengan judul Pemberontakan
Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Tradisi Ke DI/TII, buku ini menjelaskan akar
history lahirnya Darul Islam yang didirikan oleh Kahar Muzakkar di Sulawesi
Selatan sampai dibubarkannya Darul Islam.
Abdul Qahhar Mudzakkar dalam bukunya Tjatatan Batin Pedjoang Islam
Revolusioner, jilid III. Buku ini menjelaskan sumber kekacauan masyarakat
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dunia, bentuk negara khilafah dalam Islam dan proklamasi berdirinya republik
persatuan Islam Indonesia serta Undang-undang dasarnya.
Anhar Gonggong dalam bukunya Abdul Qahhar Mudzakkar:Dari Patriot
Hingga Pemberontak, buku ini lebih menjelaskan pada aspek kesejarahan
mengapa Abdul Qahhar Mudzakkar memberontak serta perjalanan Darul Islam
hingga Republik Persatuan Islam Indonesia.
Abdul Rahman Hamid dalam bukunya Abdul Qahhar Muzdakkar
Mendirikan Negara Islam?, buku ini lebih menjelaskan pada sejarah ringkas
tentang perjalanan Negara Islam Indonesia atau yang dikenal Darul Islam
bentukan Kartosoewiryo di Jawa Barat dan menguraikan tentang bergabungnya
Darul Islam / Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Sulawesi Selatan kedalam Darul
Islam Kartosoewirdjo di Jawa Barat dan sebab – sebab Abdul Qahhar Mudzakkar
mendirikan Darul Islam.
Abdul Qahhar Mudzakkar dalam bukunya Konsepsi Negara Demokrasi
Indonesia: Koreksi Pemikiran Politik Pemerintahan Soekarno Buku ini sempat
beredar di masyarakat DI/TII pada tahun 1960 di Sulawesi Selatan. Dan
menjelaskan Kehadiran Abdul Qahhar Mudzakkar memberikan warna tersendiri
di daerahnya. Ia dengan sikapnya yang tidak “membeo” kepada siapa dan apapun
selain ajaran Islam mendapatkan akibatnya setelah terjadi persekongkolan antara
penguasa Kedatuan Luwu dengan Jepang, yang akhirnya diberi sanksi ri
paoppangi tana atau tidak bisa berdomisili di tanah itu lagi. Dijatuhkannya
sanksi ini, menyebabkan Abdul Qahhar Mudzakkar hijrah ke Jawa tahun 1943.
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E. Metodologi Penelitian
1. Jenis penelitian
Karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena dalam
penggunaan metodenya sangat berkaitan erat dengan judul masalah.
Deskriptif adalah menggambarkan mengenai objek penelitian.
2. Metode pendekatan
Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan Historis
yakni pendekatan dengan memulai menelusuri akar sejarah permulaan proses
yang dibahas.
Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian
sejarah, adapun prosedurnya adalah:
3. Metode Penelitian Sejarah
1. Heuristik
Heuristik yaitu metode pengumpulan sumber, adapun metode yang
digunakan adalah sebagai berikut:
a. Library Research, suatu metode pengumpulan data yang dilakukan
dengan jalan membaca buku – buku di perpustakaan, Majalah, Surat
Kabar dan tulisan – tulisan lain yang ada hubungannya dengan masalah
yang dibahas.
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b. Field reseach, penelitian lapangan dengan cara interview, dimana aktif
langsung ke lapangan untuk mengadakan wawancara kepada informan
untuk memperoleh keterangan yang jelas.
Di dalam field research digunakan metode Interview:
Metode Interview yaitu metode penulis mengadakan wawancara kepada
orang - orang yang mengetahui masalah yang dibahas, dengan metode ini
pula maka penulis memperoleh data yang selengkapnya.
2. Kritik (Verivikasi)
Kritik yaitu suatu teknik yang ditempuh dengan menilai data yang
telah dikumpulkan. Dalam kritik ini ditempuh dua tahapan, yaitu kritik
ekstern dan kritik intern,
Adapun kritik ekstern adalah pengujian terhadap asli atau tidaknya
sumber dari segi fisik atau penampilan luar. Sedangkan kritikan intern adalah
isi yang terdapat dalam sumber data yang ada adalah valid atau menentukan
keabsahan suatu sumber.
3. Interpretasi (Pengolahan dan Analisis Data)
Peneliti menggunakan metode dalam menganalisis data, yakni:
Komparatif, yaitu metode yang memperbandingkan data-data yang
diperoleh, kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan hasil perbandingan
yang lebih kuat.
4. Histiografi (Metode Penulisan)
Tahap ini adalah tahapan paling akhir dari seluruh rangkaian
penulisan karya ilmiah tersebut, merupakan proses penyusunan fakta-fakta
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ilmiah dari berbagai sumber yang telah diseleksi sehingga menghasilkan
suatu bentuk penulisan sejarah yang bersifat kronologi atau memperhatikan
aturan waktu.
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah
a. Untuk mengetahui konsep negara Darul Islam di Sulawesi Selatan.
b. Untuk mengetahui gerakan Darul Islam hingga pembentukan negara
Islam.
c. Untuk mengetahui respon masyarakat Sulawesi Selatan terhadap Darul
Islam.
2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini adalah:
a. Kegunaan teoritis
a. Dapat memberikan konstribusi pemikiran baru tentang hal-hal  yang
berkenaan dengan konsep negara.
b. Penulisan ilmiah ini dapat menambah pengetahuan untuk
dipergunakan didalam penulisan bidang ilmu Sejarah lokal dan juga
perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Sejarah Islam
di Sulawesi Selatan.
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b. Kegunaan praktis
a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pemerhati dan
peminat Sejarah lokal serta menjadi sumbangan pemikiran terhadap
bangsa dan negara.
b. Hasil penelitian ini akan menjawab pro-kontra atau opini - opini yang
berkembang dimasyarakat tentang pemikiran Darul Islam.
G. Garis Besar Isi
Demi memudahan pemahaman dalam membaca skripsi ini, maka penulis
merumuskan garis besar isi skripsi yang berjudul Darul Islam (Studi Ide
Pembentukan dan Gerakan Negara Islam di Sulawesi Selatan) yang terdiri dari
enam bab yaitu:
Bab I adalah bab pendahuluan yang mengemukakan latar belakang
sehingga judul skripsi ini yang diangkat oleh penulis, kemudian latar belakang
membahas tentang sejarah perjuangan ummat Islam dalam memperjuangkan
Islam sebagai dasar negara serta menjelaskan dan menggambarkan situasi
Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Rumusan masalah dimana mencoba
memetakan secara garis besar masalah-masalah yang diangkat dalam
pembahasan ini. Defenisi operasional dan tinjauan pustaka dimana dijelaskan
tentang hal-hal yang dianggap penting serta mengkaji beberapa referensi terkait
pembahasan. Kemudian tujuan yang berdasar pada rumusan masalah dan
manfaat yang hendak dicapai setelah melakukan penelitian.
Bab II merupakan pembahasan tentang keadaan alam dan penduduk di
Sulawesi Selatan pra Darul Islam. secara garis besar pembahasan ini yang
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diangkat yaitu memetakan Keadaan geografisnya, penduduk dan masyarakatnya
kemudian terakhir Agama dan kepercayaannya sebelum dan hingga masuknya
Islam.
Bab III membahas tentang konsep pemnbentukan negara Darul Islam
yang dimulai dengan pengertian Darul Islam kemudian dasar negara. bentuk
negara dan sistem pemerintahan negara Darul Islam yang berlanjut pada
hubungan Darul Islam di berbagai daerah yang terakhir hubungan Islam dan
negara.
Bab IV merupakan hasil penelitian yang memberikan gambaran tentang
gerakan darul Islam di Sulawesi Selatan yang digagas dan dicoba direalisasikan
di Sulawesi pada kurung waktu 1950-1965 yang dimulai dengan pembahasan
latar belakang sejarah, gerakan-gerakan Darul Islam, dan pengaruh Darul Islam.
Bab V merupakan pembahasan mengenai reaksi masyarakat terhadap
Darul Islam yang memulai pembahasan dengan penerimaan sampai penolakan
masyarakat  Sulawesi Selatan terhadap Darul Islam.
Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil
pembahasan dengan mengacu kepada rumusan masalah kemudian saran-saran
penulis.
18
BAB II
KEADAAN ALAM DAN PENDUDUK DI SULAWESI   SELATAN
PRA DARUL ISLAM.
A. Keadaan Geografisnya.
Provinsi Sulawesi Selatan terletak di 0°12' - 8° Lintang Selatan dan
116°48' - 122°36' Bujur Timur. Luas wilayahnya 45.764,53 km². Provinsi ini
berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Teluk
Bone dan Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makassar di barat dan Laut Flores di
selatan.23 Sulawesi, Pulau berbentuk laba-laba di seblah timur Kalimantan dan
sebelah selatan Filifina, dihuni oleh campuran orang-orang yang kompleks yang
menggunakan kira-kira tiga puluh bahasa utama yang bisa diidentifikasikan dan
kebanyakan mata pencaharian masyarakatnya bertani dan nelayan. Sedangkan
bahasa yang umum digunakan adalah sebagai berikut:
1) Bahasa Makassar adalah salah satu rumpun bahasa yang dipertuturkan di
daerah Makassar dan Sekitarnya.
2) Bahasa Bugis adalah salah satu rumpun bahasa yang dipertuturkan di daerah
Bone sampai ke Kabupaten Pinrang, Sinjai, Barru, Pangkep, Maros, Kota Pare
Pare, Sidrap, Wajo, Soppeng Sampai di daerah Enrekang, bahasa ini adalah
bahasa yang paling banyak di pakai oleh masyarakat Sulawesi Selatan.
23http://sulsel.bps.go.id/subyek/3/115/luas-daerah-jumlah-penduduk-dan-kepadatan-
penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-sulawesi-selatan-2010.,  html.
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3) Bahasa Pettae adalah salah satu bahasa yang dipertuturkan di daerah Tana
Luwu, mulai dari Siwa,Kabupaten Wajo, Enrekang Duri, sampai ke Kolaka
Utara,Sulawesi Tenggara.
4) Toraja adalah salah satu rumpun bahasa yang dipertuturkan di daerah
Kabupaten Tana Toraja dan sekitarnya.
5) Bahasa Mandar adalah bahasa suku Mandar, yang tinggal di provinsi Sulawesi
Barat, tepatnya di Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, Majene dan Mamuju
Utara. Di samping di wilayah-wilayah inti suku ini, mereka juga tersebar di
pesisir Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
6) Bahasa Duri adalah salah satu rumpun bahasa Austronesia di Sulawesi Selatan
yang masuk dalam kelompok dialek Massenrempulu. Di antara kelompok
Bahasa Massenremplu, Bahasa Duri memilki kedekatan dengan bahasa Toraja
dan bahasa Tae' Luwu. Penuturnya tersebar di wilayah utara Gunung
Bambapuang, Kabupaten Enrekang sampai wilayah perbatasan Tana Toraja.
7) Bahasa Konjo terbagi menjadi dua yaitu Bahasa Konjo pesisir dan Bahasa
Konjo Pegunungan, Konjo Pesisir tinggal di kawasan pesisir Bulukumba dan
Sekitarnya, di sudut tenggara bagian selatan pulau Sulawesi sedangkan Konjo
pegunungan tinggal di kawasan tenggara gunung Bawakaraeng.24
8) Bahasa Silajara bahasa yang dipakai daerah kepulauan Selayar (Tanadoang).
Sedangkan Silajara penyebutan nama Kepulauan Selayar. Bahasa ini mirip
dengan bahasa Konjo dan Makassar.
24 Ibid.
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9) Bahasa Buton bahasa yang dipakai sebagian masyarakat Selayar yang berada
di daerah kepulauan Taka Bonerate yang terletak seblah selatan dari
Kabupaten Selayar.
B. Penduduk dan Masyarakatnya.
Sulawesi Selatan adalah suatu masyarakat yang sering kali digambarkan
sebagai Feodal atau tradisional. Ini adalah suatu masyarakat tempat terdapat
masyarakat yang kuat dan memiliki ketaatan yang kuat kepada aturan hukum adat.
Tetapi dalam pada itu, Sulawesi Selatan merupakan masyarakat yang bercirikan
persaingan ketat, seorang dinilai tidak hanya oleh statusnya yang di perkirakan,
tetapi juga oleh kualitas pribadinya. Penduduk sering digambarkan Fanatik dalam
pengabdian mereka kepada Islam. 25
Dongeng-dongeng Tumanurung mempunyai arti sosial dan politik cukup
besar di Sulawesi Selatan, Anggapan berasal dari Surga bagi kaum bangsawan itu
merupakan dasar hak yang didapat dari Tuhan untuk memerintah, dan pembenaran
untuk kedudukan  istimewa bangsawan. Gagasan bahwa Tomanurung dikirim dari
surga untuk mengakhiri masa  kekacauan  dan untuk membawa perdamaian dan
kemakmuran membenarkan pelembagaan pemerintahan maupun pengendaliannya
oleh kaum bangsawan dan akhirnya, dimasukkannya tradisi bahwa rakyat minta
tomanurung untuk menerima kedudukan raja memperkenalkan suatu unsur yang
mirip dengan kontrak pemerintah dari pikiran politik barat, dan mengandung arti
pembatasan terhadap kekuasaan untuk raja.26
25 Barbara Sillars Harvey. Pemberontakan Abdul Qahhar mudzakkar dari tradisi ke
DI/TII, h. 19.
26 Ibid., h. 21.
21
Penduduk Sulawesi yang paling menonjol dalam jumlahnya yaitu orang-
orang Bugis dan Makassar di semenanjung barat daya, telah memainkan peranan
penting tidak hanya dalam sejarah politik pulau itu, tetapi juga sebagai pedagang
dan pelaut mereka telah menjelajahi segenap penjuru kepulauan ini,  sekurang-
kurangnya sejak pertengahan abad keenam belas. Sejak dahulu sudah ada
hubungan dengan jawa, sebagaimana dalam Nagarakertgama, puisi agung keraton
kerajaan Jawa Majapahit pada abad keempat belas: pahlawan-pahlawan bugis
muncul seb agai tokoh dalam wayang Jawa.27
Di jawa, orang-orang Bugis dan Makassar berperang baik di pihak
maupun. Melawan Belanda pada akhir abad keenam belas, dan memperoleh
reputasi yang menakutkan berkat kemahiran dan kesiagaan mereka menggunakan
senjata. Para bangsawaan Makassar dan bugis yang terbuang menatap di Banten
dan Jambi, dan menjadi terlibat dalam intrik-intrik disana serta kerajaan Johor di
Malaysia, dan pada akhirnya mengusai aristokrasi Johor yang berkuasa dan
kerajaan Selangor yang berdekatan.
Sensus 1930 melaporkon bahwa 10 persen dari orang bugis dan 2 persen
orang Makassar di Hindia Belanda tinggal diluar Sulawesi Selatan. Suatu
pemukiman Bugis yang cukup besar di Malaya Inggris, khususnya di johor, terdiri
dari hamper 5.000 orang. Di sepanjang pantai Kalimantan terdapat pemukiman
bugis yang cukup besar di kabupaten Pontianak dan Balikpapan, di luar kota,
27Ibid., Nagarkertagama memasukkan dalam daftarnya dari”cabang-cabang dan
tetangga” kerajaan: Bantayan (Bontthain, juga dikenal sebagai Bantaeng), Luwuk (Luwuk atau
Luwuk); Uda (Pulau Talaud) ; Makassar, Butun (Buton), Banggawi (Banggai) ; Kunir (Pulau Kunit,
sebelah utara Bali, atau  Lomblem); salaya (Salaier juga dikena sebagai selajar atau selayar). Canto
14, stanza 4,3 dan 4; stanza 5,1, dan 2; dalam Th. Pigeud, java in the Fourteenth Century (the
Hague: Martinus Nijholff, 1960), Jilid III, h.17, dan Jilid IV, h 34.
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orang-orang Bugis merupakan 50 persen dari penduduk.28
Di antara para pemukim terdapat hanya orang-orang yang berbahasa
Bugis, mungkin suatu petunjuk adanya migrasi berkelanjutan. Juga ada migrasi
Intern di Sulawesi Selatan, tetapi hanya sedikit orang yang berasal dari Sulawesi,
yang tinggal diluar kota Makassar. 29
C. Agama dan Kepercayaannya.
Agama dan kepercayaan masyarakat Sulawesi Selatan pra-Islam
sebelum datangnya agama Islam, sistem kepercayaan masyarakat Sulawesi Selatan
adalah Sure’ Galigo yang mengandung kepercayaan pada dewa tunggal. Pemujaan
terhadap roh nenek moyang juga pernah berkembang. Hal ini ditandai dengan
adanya pemeliharaan tempat–tempat keramat yang telah dikenal oleh masyarakat
Makassar sejak lama. Dalam Buku Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia
disebutkan bahwa sebelum datangnya agama Islam, orang Makassar mempercayai
adanya tokoh-tokoh dewa, roh nenek moyang serta makhluk gaib lainnya. Pada
suku Bugis Makassar dikenal adanya Batara Guru (dewa pencipta jagad), PatotoE
(dewa yang menentukan nasib manusia), dewa SewuE (dewa tunggal), dan
makhluk-makhluk halus lainnya yang menempati tempat-tempat keramat.
Sedangkan tokoh dewa tertinggi dalam keyakinan mereka disebut PatotoE atau
Dewata SewuE (Dewa yang tinggi). Keyakinan lama itu masih nampak dalam
pelaksanaan upacara-upacara setempat, terutama yang berkaitan dengan pertanian
dan daur hidup, serta pemeliharaan tempat-tempat yang dianggap keramat yang
oleh masyarakat setempat. Upacara sosial yang dilakukan oleh masyarakat setelah
28 Op. cit., Barbara Sillars Harvey.  h. 15.
29 Ibid., h. 15.
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panen disebut upacara saukang. Tempat upacara biasa dilaksanakan di possi butta
atau di kayuara (sejenis pohon kayu besar).
Bertitik tolak dari hal yang menyangkut sosial religius akan dikemukakan
empat macam kepercayaan yang terdapat dikalangan masyarakat Sulawesi Selatan
sebelum datangnya Islam adalah sebagai berikut:
a). Kepercayaan Animisme
Kepercayaan ini beranggapan bahwa tiap-tiap benda, baik batu
maupun pohon-pohon tertentu mempunyai roh. Roh-roh ini dianggap senantiasa
mengganggu keturunan manusia disekelilingnya dan bila tidak mengadakan
sesajian atau persembahan, maka akan ada akibatnya. Persembahan yang
dilakukan ini dinamakan attauriolong. Masyarakat pada waktu itu percaya
bahwa tiap-tiap tempat yang dianggap keramat bersemayam roh, terutama pada
pohon-pohon besar, batu-batu besar yang ada di kali dan sebagainya. Apabila
seseorang merasa dirinya mendapat gangguan dari roh-roh ini, seperti mendapat
malapetaka atau sakit, maka ia berkewajiban mengadakan persembahan atau
persajian. Tujuan persembahan ini dimaksudkan agar roh-roh tadi tidak
mengganggu lagi anggota masyarakat.
Menurut pandangan antropologi, kaum animism mempersonifikasikan
tenaga-tenaga alam gaib yang diluar kontrol manusia, menjadi dewa-dewa.
Segala sesuatu yang diluar dari kekuasaan manusia, diserahkan kepada dewa.
Mereka menjadi sasaran kultus, ritus, sesajen, dan permohonan. Untuk
keperluan tertentu dipuja dewa tertentu pula, yang dinyatakan melebihi dewa-
dewa lain. Demikian halnya dalam masyarakat Gowa pra-Islam juga
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mempercayai banyak dewa, paham yang menganut kepercayaan banyak Tuhan
atau dewa dalam antropologi dinamakan poloteisme (belief in a plurality of
gods), salah satu diantaranya adalah Tokammaya Kanana yang dianggap
sebagai dewa tertinggi. Dialah yang menciptakan alam dan segala isinya, Dewa
Ampatana yaitu dewa pengawas dan pemelihara ciptaan, Dewa Patanna Lino
yaitu dewa khusus yang menjaga manusia.30
b). Kepercayaan Dinamisme
Kepercayaan ini beranggapan bahwa tiap-tiap benda baik tumbuh-
tumbuhan, maupun binatang mempunyai kekuatan gaib. Untuk mendapatkan
kekuatan tambahan dalam menghadapi roh-roh jahat, maka manusia
menambahkan kekuatan dengan jalan menggunakan kekuatan-kekuatan yang
ada pada setiap benda tadi. Usaha ini merupakan manifestasi timbulnya jimat-
jimat, dan perkembangannya sampai sekarang masih dapat kita lihat terutama
biasa dipakai anak-anak yang diikatkan pada perut anak-anak sebagai unsur
kekuatan untuk menolak roh-roh jahat.
c). Kepercayaan Makhluk Halus
Masyarakat Sulawesi Selatan, jauh sebelum mengenal agama Islam,
mereka sudah mengenal kepercayaan terhadap dewa-dewa dan makhluk gaib
sebagaimana dengan suku-suku bangsa lainnya. Mattulada dalam Suhadi
mengemukakan bahwa sebelum datangnya agama Islam, sistem kepercayaan
masyarakat Sulawesi Selatan adalah Sure’ Galigo yang mengandung
kepercayaan pada dewa tunggal. Pemujaan terhadap roh nenek moyang juga
30Blog/Muh Faisal S.Pd. M.pd. Peralihan kepercayaan masyarakat Sulawesi Selatan.
Rabu, 18 Juli 2012.
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pernah berkembang. Hal ini ditandai dengan adanya pemeliharaan tempat–
tempat keramat yang telah dikenal oleh masyarakat Makassar sejak lama.
Kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus timbul dari kesadaran
masyarakat animisme tentang jiwa yang menempati seluruh alam. Makhluk-
makhluk halus ada yang bersahabat dengan manusia dan juga ada yang jahat.
Makhluk halus yang jahat diistilahkan sebagai pesona-pesona jahat, terdiri atas
parakang, poppo, dan tujua. Makhluk-makhluk halus tersebut sangat sangat
ditakuti, karena bisa mendatangkan penyakit dan kematian.31
d). Kepercayaan Dewata SeuwwaE
Dewata SeuwwaE adalah pengatur alam semesta beserta segala isinya
termasuk manusia. Dewata SeuwwaE adalah pusat manusia, hewan dan mahluk
lainnya meliputi mahluk halus, orang yang masih hidup maupun yang telah
mati semua itu tergantung padanya. Disamping itu juga mempercayai dewa-
dewa leluhur lainnya yang senantiasa mengancam seluruh aspek kehidupan
manusia dengan cara mendatangkan penyakit, tetapi dapat pula mendatangkan
keselamatan dengan cara melimpahkan rezeki. Kepercayaan itu merupakan
warisan turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya dan sudah
mendapat mitos dalam kehidupan mereka.
Pandangan nenek moyang bangsa Indonesia terhadap semesta alam,
pada dasarnya hampir sama di daerah lain. Fenomena tersebut antara lain dapat
dilihat dalam mitos mereka mengenai pandangan kosmologi yang dapat dilihat
dalam kepercayaan mereka bahwa alam ini terdiri atas tiga lapisan banua, yaitu
31 Ibid.
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boting langik“(dunia atas), kale lino (dunia tengah), dan paratiki atau pertiwi
(dunia bawah). Untuk menghindari malapetaka tertentu, seperti penyakit
menular, hama tanaman, kekeringan, dan sebagainya, mereka melakukan
upacara pemujaan terhadap dewa. Pemujaan dipimpin oleh seorang tokoh yang
mereka namakan anrongguru (Makassar), anreguru (Bugis). Mereka juga
mempercayai dewa-dewa bawahan yang disebut puang lohate. Ia bertugas
untuk menggerakkan peristiwa alam. Dewa-dewa bawahan ini berada di semua
tempat. Oleh karena itu, penyembahan dapat dilakukan di kampung sendiri,
walau masyarakat mempercayai bahwa pusat dewa terdapat di Gunung
Bawakaraeng).32
Mereka juga percaya adanya kekuatan sakti pada benda-benda dan
alam gaib. Kepercayaan serupa dapat dilihat dari suku Dayak di Kalimantan,
suku Asmat di Irian Jaya sampai ke orang Atoni di pulau Timor. Demikian pula
dengan masyarakat Bugis-Makassar, Mandar, dan Toraja di Sulawesi Selatan
yang menempati wilayah perbatasan antara Indonesia Bagian Timur dan
Indonesia Bagian Barat.
Manusia prasejarah memandang hidup ini sebagai bagian dari totalitas
dari alam (manusia sebagai salah satu bagian dari alam mikrokosmos dari
totalitas alam sebagai makrokosmos) yang senantiasa berusaha menjaga
keharmonisan hubungan antara makrokosmos dan mikrokosmos.
Tradisi keagamaan yang pada umumnya berkembang dalam
masyarakat Makassar dapat dibagi dalam dua azas, yakni 1) kepercayaan lama
32 Ibid.
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yang bersumber dari tradisi keagamaan nenek moyang, 2) kepercayaan yang
bersumber dari Islam. Kedua azas kepercayaan ini berbaur dalam praktek
upacara-upacara.
Kepercayaan lama yang bersumber dari tradisi keagamaan nenek
moyang terdiri atas tiga aspek, yaitu (1) kepercayaan terhadap arwah nenek
moyang, (2) kepercayaan terhadap dewa-dewa agama Patuntung, (3)
kepercayaan terhadap pesona-pesona jahat.
Aspek kepercayaan terhadap arwah nenek moyang dinyatakan dengan
pemujaan terhadap 1) tempat dan benda-benda tertentu, 2) kuburan. Pemujaan
terhadap tempat dan benda-benda, misalnya batu naparak (batu datar), pohon
kayu besar, gunung sungai dan posi butta. Pemujaan terhadap kuburan-kuburan
yang dipahami memiliki sejarah tertentu, yaitu kuburan orang yang berjasa
membangun pemukiman dan memberi keselamatan, kuburan orang-orang suci
(ulama) dan wali. Kuburan tersebut dianggap keramat, sedangkan tempat dan
benda-benda yang dipuja itu dianggap sakral. Fungsi arwah nenek moyang
dianggap selalu mengawasi, meliputi keturunannya dan memberi keselamatan
di dunia dan di hari kemudian. Oleh karena itu perlu diberi sesajian guna
memelihara kesinambungan hubungan harmonis.33
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia
pada dasarnya menganut pandangan hidup dan pandangan terhadap alam
sekitarnya yang secara umum tampak dalam sistem kepercayaan mereka.
Bangsa Indonesia, juga percaya bahwa manusia mempunyai ikatan erat dengan
33 Ibid.
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alam (kosmos) serta mempunyai hubungan timbal-balik satu sama lain. Dalam
kepercayaan demikian, manusia dipandang sebagai dunia kecil (mikrokosmos)
dan merupakan bagian dari makrokosmos atau alam semesta yang berpengaruh
di dalam semua segi dan aktivitas kehidupan mereka. Sedangkan usaha-usaha
untuk mempertahankan keseimbangan magis, tidak hanya antara manusia
dengan alam, tetapi juga keseimbangan antara magis dengan lingkungan
keluarga, dan sebagainya.
Sumber lain menyebutkan bahwa masyarakat Bugis-Makassar pada
masa lampau (sebelum Islam), telah mengenal konsep tauhid (dasar
monotheisme) dengan kata Dewata. Mereka telah mengenal monotheisme
kuno, yakni konsep Dewata SeuwwaE (Dewa atau Tuhan Yang Esa) yang
berciri: tidak beranak, tidak berayah. Dewata = Tuhan, SewuE = Esa. Pengertian
tersebut sesuai dengan kandungan Surat Al-Ikhlas. Karena itu, dengan mudah
mereka menerima ajaran Islam ketika ditawarkan, sehingga dalam kehidupan
kemasyarakatan terjadi akulturasi budaya, adat, dan norma agama, sekalipun
larangan ajaran Islam seperti minum arak, judi, sabung ayam, mencuri, beristeri
banyak, dan lain sebagainya, juga masih mewarnai kehidupan masyarakat.34
Demikian gambaran umum tentang sistem kepercayaan yang terdapat
pada setiap suku bangsa di Indonesia, termasuk bagi masyarakat Bugis-
Makassar di Sulawesi Selatan.
Berdasarkan gambaran di atas, maka dapat dikatakan bahwa latar
belakang upacara-upacara dan pemujaan manusia prasejarah merupakan
34 Ibid.
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perwujudan dari pandangan bahwa mereka adalah bagian dari alam raya
sekelilingnya. Mereka senantiasa tergantung kepada kekuatan alam, baik selagi
hidup maupun sesudah mati, karena sesudah mati mereka percaya masih ada
lagi kehidupan lain yang juga masih dalam lingkungan alam raya tadi.
Berdasarkan pandangan bahwa kehidupan ini merupakan perpaduan antara
langit dan bumi, maka falsafah mereka adalah falsafah “langit” dan “bumi”.
Dengan demikian dewa penguasa langit dan bumi inilah yang diserunya dalam
do’a-do’a bila mereka mengadakan upacara-upacara ritual.
Walaupun masyarakat Makassar sudah sejak lama memeluk agama
Islam, namun dalam kehidupan sehari-hari, sebagian dari mereka masih
mempertahankan sisa-sisa keyakinan pra-Islam. Keyakinan lama itu masih
nampak, yakni dengan adanya pemeliharaan terhadap tempat-tempat yang
dianggap keramat. Di samping kepercayaan terhadap dewa-dewa, masyarakat
Sulawesi Selatan, juga percaya terhadap makhluk-makhluk halus yang hidup di
tempat–tempat yang dikeramatkan. Karena itu, pemujaan terhadap roh nenek
moyang, juga pernah berkembang. Hal ini ditandai dengan adanya
pemeliharaan tempat–tempat keramat yang dikenal dengan nama saukang.
Selain itu, mereka juga percaya adanya kekuatan-kekuatan sakti pada
benda-benda tertentu. Salah satu peninggalan prasejarah yang dimaksud ialah
menhir, yakni berupa bangunan yang melambangkan arwah nenek moyang dan
menjadi benda pujaan pada masa lampau.
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e). Masuknya Agama Islam
Kedatangan Islam di Sulawesi Selatan, agak terlambat dibanding
dengan daerah lainnya di Indonesia, seperti Sumatra, Jawa, Kalimantan dan
Maluku. Hal ini disebabkan Kerajaan Gowa barulah dikenal sebagai kerajaan
yang berpengaruh dan menjadi kerajaan dagang pada akhir abad XVI atau awal
abad XVII. Dalam kurun waktu tersebut para pedagang muslim dari berbagai
daerah Nusantara dan para pedagang asing dari Eropa mulai ramai mendatangi
daerah ini. Menurut Lontarak Pattorioloang (lontarak sejarah), nantilah pada
masa pemerintahan Raja Gowa X (1546-1565), Tonipallangga, barulah
ditemukan sebuah perkampungan muslim di Makassar, penduduknya terdiri
atas para pedagang melayu yang berasal dari Campa, Patani, Johor dan
Minangkabau.
Berkembangnya Islam atau Islamisasi adalah penyebaran Islam di
suatu wilayah atau dari tempat ke tempat yang lain melalui dakwah hingga
terbentuknya masyarakat Muslim. Dalam kenyataannya masuk dan
berkembangnya Islam seringkali sukar ditarik garis pemisah. Hal ini
disebabkan setelah agama Islam dianut oleh seseorang atau sekelompok orang,
syi’ar Islam dengan sendirinya akan berlangsung diantara sesama dan sahabat
terdekat atau di dalam satu keluarga seperti yang dilakukan oleh Nabi
Muhammad saw. pada awal mulanya. Islam menggariskan bahwa setiap muslim
berkewajiban menyampaikan sesuatu yang diketahuinya tentang agamanya.
Itulah sebabnya di dalam syi’ar Islam tidak membedakan tugas antara
pedagang, muballig, dan penguasa. Dengan demikian berdirinya suatu kerajaan
yang bercorak Islam biasanya didahului dengan terbentuknya suatu masyarakat
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Islam yang kuat, termasuk di Makassar Sulawesi Selatan. Di Indonesia
keberadaan negara atau kerajaan yang bercorak Islam ditandai dengan
masuknya Islam penguasa (raja) mereka yang ditandai dengan pemakaian nama
atau gelar Sultan atau yang senafas dengan itu, meskipun pada dasarnya tidak
seluruh rakyatnya memeluk agama yang baru itu.35
Menurut teori yang dikembangkan oleh Noorduyn, proses islamisasi di
Sulawesi Selatan tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lainnya di indonesia,
yaitu melalui tiga tahap yaitu: 1) kedatangan Islam, 2) penerimaan Islam, dan 3)
penyebaran lebih lanjut dapat yang senada dikemukakan oleh H.J. de Graaf.
Namun, ia lebih menekankan pada pelaku Islamisasi di Asia Tenggara yang
analisisnya didasarkan pada literatur Melayu. Graaf berpendapat: Islam
didakwakan di Asia Tenggara melalui tiga metode: yakni oleh para pedagang
muslim dalam proses perdagangan yang damai, oleh para dai dan orang suci
(wali) yang datang dari India atau Arab yang sengaja bertujuan mengislamkan
orang-orang kafir dan meningkatkan pengetahuan mereka yang telah beriman,
dan terakhir dengan memaklumkan perang terhadap negara-negara penyembah
berhala.
Teori-teori tentang proses islamisasi di atas dapat dipakai sebagai
acuan untuk menganalisis islamisasi di kerajaan Gowa. Kedatangan Islam di
Makassar seperti yang dikemukakan oleh Noorduyn adalah ketika pertama kali
para pedagang Melayu muslim mendatangi daerah ini. Kata Melayu yang
dimaksudkan dalam pengertian orang Makassar masa itu, tidak hanya terbatas
35Prof. Mr. Dr. Andi Zainal Abidin, Sejarah Sulawesi Selatan. Hasanuddin
University Press. 1999, h. 90-93.
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pada wilayah daerah Riau dan Semenanjung Malaka, seperti yang diartikan
sekarang, tetapi juga meliputi seluruh Pulau Sumatra, sehingga ketika Datuk ri
bandang yang datang dari Koto Tangah Minangkabau di Makassar sebagai
mubalig Islam, dia disebut sebagai orang melayu.
Hubungan baik antara pedagang Melayu dengan penduduk setempat,
menyebabkan mereka mendapatkan tempat istimewa di hati raja. Tidak heran,
jika Raja Gowa yaitu Tonijallo (1565-1590 M) memberikan fasilitas tempat
ibadah, sebua Masjid, ditempat pemukiman mereka, di Mangallekana atau
sering disebut Katangka di gowa. Pemberian fasilitas Masjid menandakan
bahwa perhatian kepada para pedagang muslim. Beberapa sumber lokal
mengemukakan, peranan orang-orang Melayu dalam bidang perdagangan dan
penyebaran Islam cukup berarti dalam upayanya untuk membendung pengaruh
Katolik. Selanjutnya orang-orang Melayu dalam penyebaran agama Islam
mengupayakan mendatangkan mubalig-mubalig Islam, seperti kedatangan tiga
mubalig dari Koto Tangah Minangkabau yaitu: (1) Abdul Makmur yang di
sebut pula Datuk ri Bandang, yaitu khatib tunggal (Katte Tunggala) yang
mengislamkan raja Tallo dan raja Gowa. Melalui perlindungan dari raja, Datuk
ri Bandang menekankan pengajaran Syariat di kalangan rakyat, Menurut sebuah
cerita Makassar, dia datang dari palembang ke Makassar. Dia dapat dianggap
sebagai ahli, terbukti dari sebuah berita di Jawa, yang menyebutkan dia sebagai
seorang murid dari Sunan Giri. (2) Khatib Sulaiman atau dikenal pula sebagai
Datuk Patimang (khatib sulung), yaitu khatib yang yang menekankan pada
pengetahuan Tauhid yang diajarkan kepada penduduk yang erat berpegang pada
kepercayaan Dewata SeuwaE, yaitu suatu kepercayaan pra-Islam yang
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menganggap adanya Tuhan yang Esa. Datuk Patimang menyebarkan Islam di
daerah Luwu, sehingga beliau dipahami sebagai orang yang mengislamkan
Datu Luwu, La Paiware Daeng Parabbung, yang kemudian diberi gelar Arab,
Sultan Muhammad, dan (3) Abdul Jawad (khatib bungsu) yang dikenal dengan
nama Datuk ri Tiro yaitu khatib yang menyebarkan Islam di bagian selatan
Jazirah Sulawesi Selatan dan menekankan pelajaran tasauf kepada rakyat,
sesuai dengan keinginan penduduk yang lebih menyukai hal ihwal yang bersifat
kebatinan.36
Penerimaan Islam diterima langsung oleh elite penguasa kerajaan,
yaitu Raja Tallo dan Raja Gowa kemudian disosialisasikan dan berkembang
kepada masyarakat bawah. Pola ini biasa disebut top down. Banyak versi cerita
rakyat (mitos) tentang kedatangan Datuk ri Bandang di Makassar. Diantaranya,
seperti yang dikutip oleh Noorduyn, Datuk ri Bandang tiba di pelabuhan Tallo
pada tahun 1605 dengan menumpang sebuah perahu ajaib. Setelah tiba di
pantai, datuk itu langsung melaksanakan sembahyang. Mendengar berita
kedatangan datuk, Raja Tallo, I Malingkang Daeng Manyomi Karaeng
Katangka, segera datang menemuinya. Tetapi, ditengah jalan, ia bertemu
dengan seorang tua yang menanyakan tujuan perjalanannya. Orang tua tadi
menuliskan sesuatu di atas ibu jari Raja Tallo. Setelah ia menitipkan salam
kepada Datuk ri Bandang. Ternyata kemudian yang ditulis di atas kuku Raja
Tallo tadi adalah Allahu (   ). Kemudian Datuk ri Bandang berkata kepada
Raja Tallo behwa orang tua tadi adalah Nabi Muhammad saw. pertemuan antara
36 Abu Hamid, .kedatangan Islam di Sulawesi. (Tanpa penerbit)1994, h. 74.
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Raja Tallo dengan Nabi Muhammad itu dalam bahasa Makassar disebut,
”Makkasara’mi Nabbi Muhammad ri buttaya ri Tallo”, (Nabi Muhammad
menjelma atau menampakkan diri di Kerajaan Tallo). Sebagian orang Makassar
memberi interpretasi ’kalimat itu’ sebagai asal mula nama kota ;Makassar’.
Tetapi interpretasi tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Karena nama ’Makassar,’ telah dikenal sejak abad XII, sebagaimana yang
tertulis dalam buku Nagarakertagama, karangan Prapanca (1364 M), pada syair
ke-14.37
Perkataan Makassar diperkuat oleh Prof. Mattulada yang menyebutkan
bahwa Makassar barulah ditemukan untuk pertama kalinya dalam kitab
Negarakertagama tulisan Prapanca di zaman Patih Gajah Mada dari Majapahit
(1254-1292 M). Beberapa kalimat dari kitab tersebut telah disitir oleh
Mattulada sebagai berikut: Muwawah tanah i Bantayan pramuka Bantayan len
Luwuk teng Udamakatrayadhi nikanang sanusaspupul ikangsansanusa
Makassar Butun Banggawi kuni oraliyao mwangi selaya sumba Soto Muar.
Nagarkertagama memasukkan dalam daftarnya dari”cabang-cabang dan
tetangga” kerajaan: Bantayan (Bontthain, juga dikenal sebagai Bantaeng),
Luwuk (Luwuk atau Luwuk); Uda (Pulau Talaud) ; Makassar, Butun (Buton),
Banggawi (Banggai) ; Kunir (Pulau Kunit, sebelah utara Bali, atau  Lomblem);
salaya (Salaier juga dikena sebagai selajar atau selayar)38
Pengaruh agama Islam dalam masyarakat Makassar telah jauh meresap
37 Op Cit., h. 224. Lihat pula Ligtvoet, (transkripsi, terjemahan dan komentar
terhadap lontarak bilang Gowa milik Karaeng  Tallo la Oddanriuk, Karaeng Katangka
Tuammenaga ri Suawangga 1845), s’ Gravenhage, 15 November 1877.
38 Ibid., h. 14.
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ke dalam norma-norma dan sistem kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat pada
saat diterimanya agama Islam sebagai agama kerajaan, yakni Lembaga Adat
yang disebut Pangngadakkang. Pranata sosial dalam Pangngadakkang (bahasa
makassar) atau pangngaderang (bahasa bugis) yang dimaksud adalah: (1) Adak
(adat kebiasaan), (2) Rapang (persamaan hukum), (3) Bicara (undang-undang),
(4) Wari (pelapisan sosial). Sebagaimana halnya struktur pemerintahan
kerajaan, maka unsur-unsur pangadakkang pun yang telah ada sebelumnya tetap
berlanjut setelah Islam diterima sebagai agama negara. Islam hanya
memperkaya dengan menambahkan satu unsur lagi yang disebut sarak (syariat).
Sebagai pranata Islam, sarak diakui sebagai salah satu unsur dalam struktur
pemerintahan. Pejabat sarak pada tingkat pusat adalah Daeng Ta Kaliya yang
menduduki jabatan tertinggi dalam bidang keagamaan. Datuk ri Bandang
dikenal sebagai penyebar Islam pertama di daerah kerajaan Gowa-Tallo,
sekaligus menjabat sebagai Daeng Ta Kaliya yang pertama. Disamping itu,
beliau juga menjadi penasihat sombaya di bidang keagamaan.
Seperti juga halnya dengan agama-agama lain, Islam adalah kekuatan spritual
dan moral yang mempengaruhi, memotivasi, dan mewarnai tingkah laku
Individu. Islam secara perlahan tapi pasti berhasil membentuk kantong-kantong
masyarakat perdagangan di sejumlah kota besar. Komunitas Muslim itu lalu
membentuk suatu sinkretisme yang menekankan aspek kebudayaan Islam. Pada
titik ini, persoalan yang segera ditemui adalah unsur pembentuk tradisi tersebut.
Muhaimin mengimplikasikan bahwa istilah ”tradisi” secara umum dipahami
sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang diwariskan
secara turun-temurun, termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin dan
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praktek tersebut. Selanjutnya tradisi Islam merupakan segala hal yang datang
dan atau dihubungkan dengan jiwa Islam.39
Akhirnya suatu tradisi atau unsur tradisi bersifat Islami, ketika
pelakunya bermaksud atau mengaku bahwa tingkah lakunya sesuai dengan jiwa
Islam. Rakyat Sulawesi Selatan sudah lama berhubungan dengan Islam sebelum
Islam menjadi Agama wilayah itu. Para pelaut dan pedagang Bugis dan
Makassar berhubungan dengan masyarakat dagang yang kebanyakan Islam di
daerah pantai utara dan barat Jawa serta selat Malaka, dan dengan Ternate di
Maluku (yang mengadakan perjanjian persahabatan Kerajaan Gowa). Suatu
masyarakat Melayu Islam telah bermukim di kota Makassar sejak pertengahan
abad keenam belas, dan raja Gowa menyambut kehadiran mereka dengan
membangun sebuah Mesjid untuk mereka. Tetapi daerah itu diislamkan hanya
setelah raja Gowa sendiri beserta para penasehat terdekatnya memeluk agama
Islam pada tahun 1605 M.40
Rakyat di daerah itu berhubungan tidak hanya dengan Islam,
melainkan juga dengan Katolik Roma lewat para pedagang ini. Ada orang-
orang Portugis yang tinggal di Makassar, dan perubahan ke agama Katolik
Roma terjadi di sana, juga di sebelah utara di suppa. orang-orang Melayu Islam
di Makassar, banyak diantaranya melarikan diri dari Malaka ketika kota itu
jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 M. Memperingatkan agar waspada
terhadap intrik-intrik dan maksud-mkasud tersembunyi orang portugis, dan
mungkin merekalah yang Mengambil prakarsa untuk mengundang para ulama
39 Ibid.
40 J. Noorduyn. Islamisering Van Makassar. BKI 112 (1956) , h. 247.
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Islam datang ke Makassar guna mengimbangi kegiatan orang-orang portugis
dalam menarik masyarakat setempat memeluk agama Katolik Roma.
Tiga orang ulama tiba di Makassar pada akhir abad keenam belas.
Mereka adalah orang minangkabau dari kota tengah, Sumatra Barat, tempat
kelahiran sejumlah orang islam Makassar, dan anggota dari perhimpunan
chalawatijah di Indonesia yang beraliran sufi ortodoks. Para ulama ini berjasa
dengan diislamkannya Raja Gowa beserta paman dan penasihatnya, beserta
kerajaan Tallo. Sejak saat itu perkembangan Islam sangat pesat.41
41 GJ. Wolhoff dan Abdrrahim, Sedjarah Goa (Makassar jajasan kebudajaan
Sulawesi selatandan tenggara), h. 56.
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BAB III
KONSEP PEMBENTUKAN NEGARA DARUL ISLAM
A. Pengertian Darul Islam.
Darul Islam (bahasa Arab dar al-Islam) secarah harfiah berarti “rumah”
atau “keluarga” Islam yaitu dunia atau wilayah Islam. dimaksud adalah bagian
Islam dari dunia yang didalamnya keyakinan Islam dan pelaksanaan syariat Islam
dan peraturan-peraturannya diwajibkan. Lawannya adalah Darul harb, “wilayah
perang, dunia kaum kafir”, yang berangsur-angsur akan dimasukkan kedalam dar
al-Islam.42
Di Indonesia kata-kata Darul Islam digunakan untuk menyatakan
gerakan-gerakan sesudah tahun 1945 yang berusaha dengan kekerasan untuk
merealisasikan cita-cita  Negara Islam Indonesia.43
Gerakan Darul Islam adalah sebuah gerakan yang berdasarkan Islam.
maksud dan tujuan gerakan ini ialah mendirikan suatu negara yang berdasarkan
Islam. Gerakan Darul Islam menggunakan cara perlawanan bersenjata, untuk
mencapai tujuannya.
Gerakan ini berpusat di Jawa Barat, dibawah kepemimpinan SM.
Kartosoewiryo, tokoh penting di Jawa Barat. Gerakan ini muncul akibat dari
kekecewaan Kartosoewiryo akan penandatanganan perjanjian Renville, pada
anggal 17 Januari 1948, yang isinya merugikan pihak Indonesia, sebab wilayahnya
makin sempit.
42 C. Van Dijk. Daraul Islam (Jakarta: Tempo, 1982),  h. 1.
43 Ibid.
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SM. Kartosoewiryo kemudian memproklamirkan berdirinya Negara Islam
Indonesia (NII), pada tanggal 7 Agustus 1949. Gerakan ini mampu bertahan
selama 13 tahun, sebelum akhirnya berhasil dilumpuhkan dengan menggunakan
operasi pagar betis dibawah pimpinan Mayjen. Ibrahim Adjie komandan pasukan
Divisi Siliwangi, Kartosoewiryo kemudian ditangkap pada tanggal 2 Juni 1962. Ia
kemudian dijatuhi hukuman mati, sejak saat itu gerakan Darul Islam Padam di
Jawa Barat.
Gerakan Darul Islam pimpinan SM. Kartosoewiryo, merupakan pusat
gerakan Darul Islam, kemudian bergabung,diantaranya dari Jawa Tengah, Aceh,
Kalimantan Selatan serta Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Abdul Qahhar
Mudzakkar.
B. Dasar, Bentuk dan Sistem Pemerintahan Darul Islam.
1. Dasar Negara
Darul Islam melakukan perjuangan bersenjata sebagai sarana paling
mungkin untuk menghasilkan Indonesia yang tidak hanya merdeka, melainkan
juga Islami. Tujuan pertama adalah kedaulatan dari cengkraman penjajah,
tetapi kedaulatan itu tidak bisa memakai jubah sekular, karena negara sekular
betapun menguntungkannya, tidak dapat membebaskan umat Islam dari kaum
kafir.
Abdul Qahhar Mudzakkar melihat bahwa perjuangan rakyat Indonesia
dalam upaya kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan  mengalami
kegagalan sebagai konsekuensi dari ketidak jelasan dasar negara dan sistem
pemerintahan Indonesia dibawah kepemimpinan Soekarno yang pada
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akhirnya melahirkan perang saudara yang berkepanjangan diantara sesama
anak bangsa. Sebagaimana dikemukakan Abdul Qahhar Mudzakkar bahwa:
Ada dua sebab pokok utama jang menimbulkan  perpetjahan jang
mengakibatkan perang saudara dalam proces proklamasi 17 Agustus 1945
ialah:
Pertama, tidak adanja Dasar Negara jang kuat dan tegas....Kedua,
bagian lain jang mendjadi penjebab timbulnja perpetjahan, kekatjauan
dan perang saudara di Indonesia ialah tidak adanja sistem pemerintahan
jang tepat.44
Lebih lanjut Abdul Qahhar Mudzakkar menjelaskan bahwa sebab pokok
dari kegagalan tersebut dalam mencari dan menetapkan dasar negara dan sistem
pemerintahan ialah disebabkan oleh demokrasi yang dicanangkan oleh Soekarno
dianggap sebagai “demokrasi gadungan” dan adanya tujuan tertentu Soekarno
bersama pengikutnya untuk melakukan penjajahan sebagai penerus cita-cita
Kerajaan Majapahit.
...karena demokrasi jang didjadikan landasan pemerintahan Sukarno itu
hanjalah “demokrasi gadungan” ditambah dengan tudjuan tertentu
Sukarno sendiri bersama dengan golongan pengikutnja jang fanatik untuk
mewudjudkan tjita-tjita pendjadjahan Madjapahit.45
Pembacaan Abdul Qahhar Mudzakkar atas realitas dan sejarah umat
beragama di nusantara, meyakinkan dirinya bahwa negara yang akan didirikan
atau negara yang dituju harus berdasarkan hukum Tuhan sebagai dasar negara.
Abdul Qahhar Mudzakkar mengemukakan:
44Abdul Qahhar Mudzakkar, Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia: Koreksi Pemikiran
Politik Pemerintahan Soekarno (Cet. I; Jakarta: Madinah Press, 1990), h. 24-27. Buku ini sempat
beredar di masyarakat DI/TII pada tahun 1960 di Sulawesi Selatan.
45 Ibid., h. 105.
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Kesaksian sedjarah memadjukan bahwa bangsa Indonesia,ialah bangsa
beragama, jang terdiri dari 90% pemeluk Agama Islam dan 10% pemeluk
Agama lainnja. Dengan kenjataan itu maka Dasar-Negara Indonesia harus
dan mutlak berdasarkan Islam dan Keimanan Kepada Tuhan bagi segenap
golongan suku bangsa Indonesia menurut kejaqinan agamanja masing-
masing.Mentjari susunan kata-kata dalam kalimat jang “tepat” dipakai
untuk menetapkan Dasar-Negara Indonesia, diluar kata-kata dalam
kalimat diatas adalah meragukan.
Abdul Qahhar Mudzakkar menghujat Soekarno atas falsafah
Pancasilanya yang dianggap oleh Abdul Qahhar Mudzakkar sebagai anti Islam
yang hanya dijadikan sebagai sila politik untuk mendewakan dirinya dari
golongan Negara RI. Abdul Qahhar Mudzakkar mempertanyakan konsistensi
Soekarno sebagai seorang muslim yang mengaku mencintai Allah swt. dan
mencintai Nabi Muhammad saw.46
Soekarno dengan konsepsi Pancasilanya, dengan Ketuhanan Yang
Maha Esa yang berarti mengakui agama selaian Islam yang juga meyakini
hanya satu Tuhan. Padahal agama yang lain tidak mengakui adanya satu
Tuhan, seperti Nasrani, Yahudi dan Hindu-Budha. Konsepsi inilah yang
dianggap Abdul Qahhar Mudzakkar menyesatkan dan mengabaikan
kepercayaan agama lain.
Sukarno mangaku seorang Islam, dan mengakui adanja Tuhan jang Maha
Esa, tetapi Sukarno tidak tahu harga diri dalam kata-katanja itu sendiri.
Kenjataannja bahwa Sukarno anti Islam, dan Sukarno membentji segala
hukum peraturan Tuhan Jang Maha Esa jang ada didalam Kitab Sutji Al-
Qur’an, dan karenanja Sukarno mati-matian menolak Islam menjadi
Dasar Negara Indonesia. Didalam falsafah Pantjasila, Sukarno
menjatakan bahwa Dasar-Negara Indonesia  jang pertama dan mendjadi
pokok utama ialah Ketuhanan Jang Maha Esa, pada hal Sukarno
46 Lihat Metro Files 2003. Kabut di Lasolo.
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menjembunjikan kandungan arti kata Esa itu. Djika Sukarno seorang
djudjur dan suka berbuat benar dalam sesuatu, maka pasti dengan tegas
Sukarno akan berkata djudjur bahwa arti kata Esa ialah satu, dan arati
kata Ketuhanan Jang Maha Esa ialah mengakui adanja Tuhan jang hanja
satu, tidak dua, tidak tiga dan seterusnja. Lebih tegas Sukarno dapat
berkata bahwa kata-kata Ketuhanan Jang Maha Esa itu adalah kata-kata
Islam, jaitu kata-kata jang mendjadi pokok-pangkal adjaran Islam. Tidak
ada seorang Islam jang tidak tjinta kepada Allah, tjinta kepada Nabi
Muhammad, dan tjinta kepada Islam dengan segala hukum peraturannja.
Seorang jang mengaku Islam seperti Sukarno, mengaku tjinta kepada
Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada Islam, tetapi anti dan bentji
segala hukum peraturan Islam, ia hanjalah Islam Nama, Islam Penipu,
Munafiq, Fasiq dan Dhalim. Sukarno mendapat sandjungan dan djulukan
dari banjak orang sebagai Negarawan dan Failasof Ulung karena Falsafah
“Gado- Gado” Pantjasila tjiptaannja, tetapi Islam menilai Sukarno
sebagai “Failasof Gadungan” dan seorang tjakap keliru. Kekeliruan dan
kepalsuan Sukarno dalam Falsafah “persegi empat bundar” Panjasila itu,
ialah karena Sukarno tidak tjermat meneliti pangkal kejaqinan masing
masing agama jang ada di muka bumi ini. Entah Sukarno tidak tahu dan
atau pura-pura tidak tahu, tetapi njata bahwa dasar Ketuhanan Jang Maha
Esa dalam Falsafah Pantjasila-nja itu menampakkan bahwa Sukarno
berbuat sesat dan menjesatkan.47
Selain itu, Abdul Qahhar Mudzakkar menegaskan bahwa Soekarno
dengan Ketuhanan Yang Maha Esa-nya ingin menggabungkan semua agama
di Indonesia menjadi “Agama Pancasila”. Lebih lanjut Abdul Qahhar
Mudzakkar mengatakan bahwa Soekarno hanyalah Islam Nama, yang
menentang ajaran dan hukum Islam, dengan begitu menurut Abdul Qahhar
Mudzakkar bahwa dengan tegas rakyat Indonesia mengutuk dan menolak
ajaran Pancasila.
Abdul Qahhar Mudzakkar mempertanyakan keislaman Soekarno yang
mengaku mencintai Islam tapi menolak Islam sebagai dasar negara, hingga
47 Op.Cit., h. 107-108.
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Abdul Qahhar Mudzakkar menyebut Soekarno sebagai orang munafik, kafir
dan dhalim.
Langkah Abdul Qahhar Mudzakkar dalam memperjuangkan Islam
sebagai dasar negara tidak berhenti sampai disitu. Dalam Rancangan Teks
Proklamasi Republik Persatuan Indonesia dan dan Rancangan Undang-
Undang Dasar Republik Persatuan Indonesia yang akan ditawarkan kepada
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) juga diusulkan oleh
Kahar Muzakkar dengan alasan yang sama.
Dalam rancangan UU PRI Bab 1 Bagian V Pasal 11:
Bagian V
AZAZ-AZAZ DASAR.
Pasal 11
1. Negara Republik Persatuan Indonesia berdasarkan:
1.1 Adjaran Islam dan keimanan kepada Tuhan bagi segenap
golongan suku bangsa Indonesia, menurut adjaran adjaran
sjariat agamanja masing masing.
1.2 Keadilan social disepandjang adjaran Islam dan adjaran
dianut oleh golongan suku bangsa Indonesia, menurut
adjaran sjariat agamanja masing masing.
1.3 Demokrasi sedjati disepandjang adjaran Islam dan adjaran
jang dianut oleh golongan suku bangsa Indonesia, menurut
adjaran agamanja masing masing.48
Menurut Abdul Qahhar Mudzakkar bahwa sikap golongannya yang
menolak falsafah Ketuhanan Yang Maha Esa bukan sebagai sikap agresif
maupun paksaan.
Ketegasan pihak golongan kami atas itu, bukan sikap pendirian
agressief, bukan paksaan, dan bukan perkosaan, tetapi itu “fair play”
yang terpudji. Insja Allah!49
48 Ibid., h. 146.
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Selain syari’at Islam, Abdul Qahhar Mudzakkar juga berpendapat
bahwa Keadilan Sosial dan Demokrasi dapat dijadikan sebagai dasar negara
karena dianggap penting dalam kelangsungan ketatanegaraan Republik
Persatuan Indonesia.
Djika kita semua dapat sepaham dan berikrar bersama dalam hal
ini maka Dasar Negara kita mendjadi Tritunggal, Trisila, Trilogie, Tiga
Dasar, jang akan kita njatakan dalam Proklamasi Negara dan dalam
Undang Undang Dasar Negara bahwa negara Demokrasi Indonesia dan
atau Negara Republik Pesatuan Indonesia ialah Negara Hukum, Merdeka,
dan Demokratis, berdasarkan:
1. Adjaran Islam dan keimanan kepada Tuhan bagi segenap golongan
suku bangsa Indonesia, menurut adjaran sjariat agamanja masing
masing.
2. Keadilan Sosial disepandjang adjaran Islam dan adjaran jang dianut
oleh segenap golongan suku bangsa Indonesia menurut adjaran
sjariat agamanja masing masing.
3. Demokrasi Sedjati disepandjang adjaran Islam dan adjaran jang
dianut oleh segenap golongan suku bangsa Indonesia, menurut
adjaran sjariat agamanja masing masing.50
Inilah konsep negara Si Manusia Bugis yang memiliki rasa siri’ dalam
dirinya. Walaupun demikian, Abdul Qahhar Mudzakkar mengakui bahwa
sebagai manusia biasa, konsepnya hanyalah pandangan dan pendapat
pribadinya dalam merespon keinginan Pemerintahan Revolusioner Republik
Indonesia menyatu dengan Negara Islam Indonesia dibawah payung Negara
Republik Persatuan Indonesia.
49 Ibid., h. 114.
50 Ibid., h. 118-119.
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1. Bentuk Negara
Plato mengemukakan lima macam bentuk negara, diantaranya: 1).
Aristokrasi, dimana pemerintahan dipegang oleh aristokrat atau cendekiawan
dan dijalankan sesuai pikiran keadilan. 2). Timokrasi, yaitu pemerintahan yang
dijalankan oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan
kehormatan. 3). Oligarchi, yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh orang-
orang yang memiliki harta atau seorang hartawan. 4). Demokrasi, yaitu
pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat miskin. 5). Tirani, yaitu
pemerintahan yang dijalankan oleh seorang penguasa yang sewenang-wenang.
Sementara itu, Aristoteles menyebutkan bahwa ada tujuh bentuk
negara diantaranya: 1). Monarchi adalah pemerintahan oleh satu orang guna
kepentingan seluruh rakyat. 2). Tirani adalah pemerintahan oleh satu orang
untuk dirinya sendiri. 3). Aristokrasi adalah pemerintahan oleh sekolompok
orang yaitu para cendekiawan guna kepentingan seluruh rakyat. 4). Oligarchi
adalah pemerintahan oleh sekolompok orang guna kepentingan kelompoknya
sendiri. 5). Plutokrasi adalah pemerintahan oleh sekolompok orang kaya guna
kepentingan orang kaya. 6). Politiea adalah suatu pemerintahan oleh seluruh
orang guna kepentingan seluruh rakyat. 7). Demokrasi adalah pemerintahan
dari orang-orang yang tidak tahu sama sekali tentang soa-soal pemerintahan.51
Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan di abad modern ini,
termasuk ilmu negara maka  beberapa ahli ilmu negara mengelompokkan
bentuk negara dalam dua bentuk, yaitu Negara Kesatuan dan Negara Federasi.
51 Ni’matul Huda, Ilmu Negara. edisi 1. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2010., h. 227-
229.
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Dalam rancangan Undang - Undang Dasar Republik Persatuan
Indonesia sebagai bentuk kesepakatan bergabungnya Negara Islam Indonesia
dan Revolusioner Republik Indonesia disebutkan bahwa bentuk negara RPI
adalah negara federasi. Sebagaimana termaktub dalam bab 1 bagian 1 pasal 1
ayat 1, adapun bunyinya:
BAB 1
REPUBLIK PERSATUAN INDONESIA
(UINI-INDONESIA)
Bagian I
BENTUK NEGARA DAN KEDAULATAN
Pasal 1
a. Republik Persatuan Indonesia (Uni-Indonesia) jang merdeka dan
berdaulat ialah suatu Negara Hukum jang demokratis dan berbentuk
Federasi.52
Dalam buku Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia Abdul Qahhar
Mudzakkar mengusulkan sebagai berikut:
1. RPI. Ialah satu negara hukum jang demokratis. Merdeka, berdaulatn,
dan berbentuk federasi, berdasarkan:
1.1.Adjaran Islam dan keimanan kepada Tuhan bagi segenap
golongan suku bangsa Indonesia, menurut adjaran sjariat
agamanja masing-masing.
1.2.Keadilan social disepandjang adjaran Islam dan adjaran agama
jang dianut oleh golongan suku bangsa Indonesia, menurut
adjaran sjariat agamanja masing-masing.
1.3.Demokrasi sedjati adjaran Islam dan adjaran agama jang dianut
oleh golongan suku bangsa Indonesia, menurut adjaran sjariat
agamanja masing-masing.53
52 Ibid., h. 41.
53 Ibid., h. 145.
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Dari usulan perubahan (revisi) yang ditawarkan terhadap Rancangan
Undang-Undang Dasar Republik Persatuan Indonesia yang dikemukakan oleh
Abdul Qahhar Mudzakkar, jelas bahwa Abdul Qahhar Mudzakkar tidak
mengubah bentuk negara federasi. Artinya, Abdul Qahhar Mudzakkar
mempunyai pemikiran yang tetap tentang bentuk negara yang ideal yaitu
negara yang berbentuk federasi dimana dengan bentuk ini mampu
mengakomodir segala kepentingan semua golongan suku bangsa Indonesia.
Untuk mewujudkan negara federasi yang dimaksud, Abdul Qahhar
Mudzakkar menawarkan jalan atau cara yang dapat ditempuh diantaranya:54
Pertama: dapat ditempuh melalui administrative indeling Indonesia
dimasa penjajahan Belanda, dimana daerah-daerah yang setingkat provinsi di
Jawa dan daerah-daerah setingkat residensi/kabupaten diluar Jawa dapat
dijadikan negara bagian sesuai syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang
Dasar.
Kedua: daerah-daerah suku bangsa Indonesia yang besar kuantitasnya
dapat dijadikan atau dibentuk menjadi negara bagian sesuai syarat-syarat yang
ditentukan Undang-Undang Dasar.
Ketiga: daerah-daerah suku bangsa Indonesia yang kecil kuantitasnya
dapat digabungkan dengan penduduk pendatang untuk membentuk negara
bagian dengan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Dasar.
54 Abdul Qahhar Mudzakkar, Op. Cit., 131-132.
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Selain itu, Abdul Qahhar Mudzakkar menawarkan alternative lain jika
dimungkinkan dapat terlaksana yakni berdasarkan keinginan dari suku bangsa
Indonesia itu sendiri menjadi:
a. Negara Bagian Pasundan
b. Negara Bagian Jawa-Madura
c. Negara Bagian Aceh (meiputi Sumatera Utara)
d. Negara Bagian Sumatera Barat dan Tengah
e. Negara Bagian Sumatera Timur dan Riau
f. Negara Bagian  Sumatera Selatan
g. Negara Bagian Kalimantan Barat
h. Negara Bagian Dayak (meliputi Kalimantan Tengah)
i. Negara Bagian Kalimantan Timur
j. Negara Bagian Kalimantan Selatan
k. Negara Bagian Bugis - Makassar (meliputi Sulawesi Selatan dan
Tenggara)
l. Negara Bagian Sulawesi Utara dan Tengah
m. Negara Bagian Nusa Tenggara Barat
n. Negara Bagian Nusa Tenggara Timur
o. Negara Bagian Maluku Selatan
p. Negara Bagian Maluku Utara
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q. Negara Bagian Irian Barat.
Dalam upaya-upaya pembagian itu, Abdul Qahhar Mudzakkar
menekankan bahwa harus didasarkan pada:
...juridis-historis batas daerah, sedjarah hidup masing-masing suku
bangsa jang ada didalam lingkungan daera-daerah jang didjelmakan
mendjadi negar-negara bagian itu.55
Negara-Negara Bagian yang dimasudkan oleh Abdul Qahhar
Mudzakkar adalah negara-negara yang mempunyai bentuk pemerintahan
sendiri dengan berdasarkan kepada ajaran agama dan peradabannya sendiri.
Dengan demikian, maka setiap golongan suku bangsa akan hidup bebas
merdeka didalam wilayah negara bagiannya.
Itulah konsepsi negara Abdul Qahhar Mudzakkar yang tetap
diperjuangkannya sampai ia dan pengikutnya memproklamasikan negara
Republik Persatuan Islam Indonesia pada tanggal 14 Mei 1962. Walau secara
terpaksa ia membelot dari pimpinannya Kartosoewiryo dengan alasan bahwa
Kartosoewiryo tetap pada konsep negara kesatuan.
2. Sistem Pemerintahan
Abdul Qahhar Mudzakkar menilai bahwa terjadinya perpecahan antara
sesama umat atau rakyat Indonesia tidak lain disebabkan oleh tidak tepatnya
sistem pemerintahan Indonesia yang dijalankan oleh Soekarno. Sebagai
konsekuensinya, maka negara harus menanggung gejolak bersenjata
diberbagai daerah.
55 Ibid., 132-133.
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Abdul Qahhar Mudzakkar menganggap pemerintahan Soekarno
sebagai pemerintahan yang tidak demokratis karena menggunakan
kewenangannya sebagai kepala negara dengan berlebihan hingga tarik ulur
anatara pemerintah dengan parlemen yang dikuasai partai politik tidak bisa
terhindari.
Semuanya itu diakibatkan oleh ketidak mampuan Soekarno dalam
mendefinisikan dan menafsirkan arti budaya, sosial dan demokrasi hingga
berujung pada kediktatoran yang menguasai seluruh hajat orang banyak dan
menyelewengkan kekuasaannya.
Kekalutan fikiran Sukarno dalam mentjari definisi Budaya,
Social, dan Demokrasi inilah yang menjebabkan Sukarno melangkah
sangat djauh menjesatkan Rakjat Indonesia dalam perdjoangan
kemerdekaannja. Sukarno dengan gagah, tampan dan tjongkak,
membanggakan kekuasaannja sebagai pemimpin jang berkuasa atas
kedaulatan rakjat, jang diakuinja sendiri dari rakjat, oleh rakjat, untuk
rakjat, pada hal kedaulatan rakjat itu kembali “diperkosa” dan ditelan
oleh kekuasaannja seorang diri.56
Menurut Abdul Qahhar Mudzakkar, bahwa sepanjang manusia
mencari arti demokrasi dengan tidak berpedoman kepada ajaran Tuhan, maka
sepanjang itu pula tidak akan mendapatkan arti riilnya demokrasi malahan
akan menjumpai kehancuran dan kekacauan. Abdul Qahhar Mudzakkar
menyebut demokrasi demikian sebagai Demokrasi Ratio, demokrasi ini akan
mengalami kemunduran sampai pada akhir kehancurannya karena tidak
56 Ibid., h. 122.
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bersumber pada Tuhan. Sementara yang bersumber pada Tuhan adalah
Demokrasi Sejati yang diajarkan Tuhan kepada manusia.
Dalam Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia, sebelum Abdul Qahhar
Mudzakkar menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu Demokrasi Sejati, ia
menyebutkan empat Demokrasi Ratio yang dilahirkan dari buah pemikiran
manusia. Diantaranya:
1. Liberal Democracy atau Demokrasi Liberal demokrasi parlementar,
demokrasi Formil, jang lazim disebut Demokrasi Barat, karena dianut
oleh Negara-Negara Dunia Barat pada umumnja.
2. Dictatuur Democracy atau Demokrasi Rakjat, jang lazim disebut
Demokrasi Timur, karena dianut oleh Negara-Negara dunia Timur
pada umumnja dipelopori oleh Rusia-Komunis.
3. Fascis Democracy atau Demorasi Nazi, jang dianut oleh Djerman
dibawah pimpinan Hitler dimuka perang Dunia-II j.l.
4. Social Democracy, atau Pre-Capitalism Democray, Premitive
Democracy dan atau Demokrasi Sederhana jang dianut oleh beberapa
negara di dunia dan ditjoba laksanakan oleh Sukarno dan
golongannja di Indonesia dalam tjorak dan bentuk lain ala Demokrasi
Terpimpin, mendekati Dictatuur Democracy (Komunistis)57
Menurut Abdul Qahhar Mudzakkar, bahwa keempat demokrasi diatas
ditolak oleh Islam karena hanya mempertopeng “atas nama kedaulatan rakyat”
padahal menurutnya justeru menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia.
Keempat macam Demokrasi Ratio tersebut diatas disangkal  dan
ditolak oleh Islam, sebab ke empat matjam demokrasi ratio itu pada
hakekatnja hanjalah mempertopeng “ kedaulatan rakjat” tapi pada
kenjataannja    menghantjurkan perikemanusiaan. Keempat matjam
Demokrasi Ratio itu ditolak oleh Islam karena tidak mempunjai
pengertian tegas, apa sebenarnja arti kedaulatan bagi manusia, dan apa
pula arti kekuasaan jang ada pada manusia itu.58
57 Ibid., h. 123.
58 Ibid., h. 124.
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Setelah Abdul Qahhar Mudzakkar menjelaskan demokrasi ratio dalam
bukunya Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia, ia menjelaskan tentang
Demokrasi Sejati. Namun sebelumnaya ia bertanya apakah demokrasi sejati itu?
Lalu dijawabnya sendiri bahwa:
Demokrasi sedjati jang digariskan tuhan dalam Kitab Sutji
Alqur’an tegas tandas menjatakan bahwa sebenarnja “kedaulatan” dan
kekuasaan” itu mutlak ada pada Tuhan.59
Adapun bentuk wujud batas kedaulatan dalam Demokrasi Sejati ialah:
1. Tuhan berdaulat, Tuhan bekuasa dan Tuhan mempunyai kedaulatan hukum
atas segala segi hidup manusia. Kedaulatan hukum Tuhan itu diamanahkan
kepada manusia berupa hukum pergaulan hidup manusia di muka bumi yang
wajib dijalankan oleh manusia.
2. Golongan manusia yang memerintah dianamakan ulil amri atau Pemerintah
dimana sebagai pemegang kekuasaan Tuhan di muka bumi wajib menjalankan
segala hukum Tuhan kepada masyarakat yang dipimpinnya serta memegang
kendali atas negara.
3. Golongan manusia yang diperintah atau rakyat dimana wajib menjalankan
segala hukum Tuhan kepada masyarakat yang dipimpinnya serta memegang
kendali atas negara.
Setelah Abdul Qahhar Mudzakkar mengemukakan konsepsinya atas
kedaulatan dalam Demokrasi Sejati, Abdul Qahhar Mudzakkar menjelaskan
59 Ibid., h. 125.
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sistem pemerintahan dalam Demokrasi Sejati. Dimana   sistem
pemerintahannya adalah pemerintahan presidensial yang dikepalai oleh
seorang presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet yang dipilih
langsung oleh rakyat. Disamping itu, dibentuk juga Dewan Perwakilan Rakyar
yang terdiri dari Dewan Rakyat dan Dewan Bangsa atau Senat. Begitupun
juga dengan Negara Bagian.
Model inilah yang diyakini Abdul Qahhar Mudzakkar dapat
menyelamatkan umat manusia.
..., maka saja pertjaja dengan sepenuh kejaqinan bahwa tidak ada satu pun
sistim pemerintahan jang dapat menjelamatkan pergaulan hidup manisia
dimuka bumi ini, dan di Indonesia chucusnja, selain dari pada sistim
Demokrasi Sedjati.60
Untuk merealisasikan konsepnya, setelah beberapa pimpinan PRRI
yang bergabung dengan NII kedalam PRI menyerahkan diri ke pangkuan
Pemerintah Indonesia ditambah perbedaan pandangan antara dia dengan
Kartosoewiryo, maka Abdul Qahhar Mudzakkar melakukan langkah-langkah
demi mewujudkan sikap politiknya dengan mengadakan pertemuan atau
konferensi yang disebut Pertemuan Urgensi Pejuang Islam Revolusioner ke-
III (PUPIR III).
Untuk mewujudkan angan-angannya itu, Abdul Qahhar
Mudzakkar mengorganisasikan suatu pertemuan di antara pengikutnya di
Sulawesi Selatan, yaitu PUPIR III (Pertemuan Urgentie Pedjuang Islam
Revolusioner Ke-III). Pertemuan itu diadakan di suatu tempat  di
Sulawesi Selatan pada tanggal 14 Mei 1962. Salah satu keputusan dari
PUPIR III ialah membentuk suatu negara yang dinamakannya
60 Ibid., h. 129-130.
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REPUBLIK PERSATUAN ISLAM INDONESIA (RPII) dan mengangkat
Abdul Qahhar Mudzakkar sebagai “Pedjabat Chalifah”.61
Pada tanggal 10 Dzulhijjah 1381 H / 14 Mei 1962 secara resmi Abdul
Qahhar Mudzakkar keluar dari Darul Islam dengan diproklamasikannya
Republik Persatuan Islam Indonesia dan dia menjadi Khalifahnya. Abdul Qahhar
Mudzakkar dengan negara Republik Persatuan Islam Indonesia secara terbuka
mengakui bahwa bentuk negaranya adalah Khilafah yang ia sendiri samakan
dengan Republik yang dipimpin oleh seorang Presiden.
Dalam Rancangan Undang-Undang RPI pada BAB II Bagian I berbicara
tentang Negara-Negara Bagian dan Daerah Swatantra. Adapun  isi dari rancangan
itu sebagai berikut:
BAB II
REPUBLIK PERSATUAN INDONESIA, NEGARA-
NEGARA BAGIAN, DAN DAERAH-DAERAH
SWATANTRA
Bagian I
NEGARA-NEGARA BAGAIAN DAN DAERAH-
DAERAH SWATANTRA
Pasal 47.
1. Negara negara bagaian mempunjai hak-hak dan kewadjiban jang
sama terhadap Republik persatuan Indonesia.
2. Daerah-daerah swatantra berada dibawah pengawasan langsung dari
pemerintah Republik persatuan Indonesia.
Pasal 48
1. Untuk dapat diterima sebagai negara bagian, daerah jang
bersangkutan harus memenuhi sjarat-sjarat sebagai berikut:
61 Anhar, Gonggong. Abdul Qahhar Muzadkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak. Cet.
I; Jakarta: grasindo, 199., h. 197.
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a. Daerah itu harus merupakan daearah swatantra tingkat I, jang
terletak dalam Wilayah Negara Republik Proklamasi 17 Agustus
1945.
b. Daerah itu dapat memenuhi kewajiban kewadjiban terhadap
Republik Persatuan Indonesia, chuusnja kewadjiban keuangan
jang tidak akan mendjadi beban keuangan atas Republik Persatuan
Indonesia.
c. Rakjat daerah itu swatantra demokratis menjatakan keinginan agar
supaja daerahnja menjadi Negara bagian dalam Republik
Persatuan Indonesia.
d. Permintaan untuk mendjadi Negara Bagian Republik Persatuan
Indonesia harus mendapat persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat
dan Senat Republik Persatuan Indonesia.
2. Daerah daerah  di Indonesia jang tidak memenuhi salah satu sjarat
sebagai jang tersebut dalam ajat 1 dapat diterima sebagai Daerah
swatantra jang dimaksud dalam pasal 2 undang undang dasar ini.
3. Negara negara jang merdeka dan berdaulat jang terletak diluar
Wilayah Indonesia dapat pula diterima sebagai negara bagaian, djika
memenuhi sjarat sjarat jang tersebut dalam ajat 1 sub –b, c, dan d.
Pasal 49
Penerimaan sesuatu daerah sebagai negara bagaian atau daerah
swatantra ditetapkan dengan undang-undang federasi
Pasal 50
1. Masing-masing negara bagian harus mempunjai undang-undang
dasar sendiri, jang tidak boleh mengandung ketentuan-ketentuan jang
bertentangan dengan undang-undang dasar Republik Persatuan
Indonesia.
2. Peraturan-peraturan negara-negara bagaian tidak boleh bertentangan
dengan undang-undang dasar federasi atau dengan peraturan-
peraturan federasi selama peraturan-peraturan federasi ini tidak
bertentangan dengan undang-undang dasar federasi.
3. Dalam undang-undang dasar negara bagaian harus ada peraturan-
peraturan dari susunan,  tugas, hak dan kewadjiban alat-alat
perlengkapan negara bagian, jang sekurang-kurangnja terdiri:
a. Kepala negara
b. Pemerintah
c. Dewan Perwakilan Rakjat
d. Pengadilan Negara
e. Badan Pemeriksa Keuangan
Pasal 51
Kedudukan daerah-daerah Swatantra, susunan dan kekuasaannja serta
hubungannja dengan Republik Persatuan Indonesia, diatur menurut
ketentuan ketentuan jang ditetapkan undang undang federasi.
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Pasal 52
1. Djika menurut anggapan Pemerintah Republik Persatuan Indonesia
dalam undang undang dasar satu negara bagian terdapat ketentuan
ketentuan jang bertentangan sebagai jang dimaksud dalam pasal 50
ajat 1, maka pemerintah Republik Persatuan Indonesia mengundang
pemerintah negara bagian jang bersangkutan untuk bertindak
mengadakan perubahan.
2. Apabila pemerintahan Negara bagian tidak memenuhi permintaan
jang dimaksud dalam ajat diatas atau menjatakan keberatan untuk
mengadakan perobahan, maka baik pemerintah Republik Persatuan
Indonesia maupun pemerintah Negara Bagian boleh meminta
keputusan tentang itu kepada Mahkamah Agung. Keputusan mana
adalah mengikat.
3. Dalam Hal Mahkamah Agung memutuskan membenarkan pendapat
Pemerintah Republik Persatuan Indonesia, maka Pemerintah
Republik Persatuan Indonesia mengambil langkah-langkah jang
perlu untuk menghilangkan pertentangan sebagai jang dimaksud
dalam ajat 1 pasal ini.
4. Djika Pemerintah Republik Persatuan Indonesia beranggapan bahwa
suatau peraturan Negara Bagian memuat pertentangn dengan
Undang Undang Dasar Federal atau dengan peraturan-peraturan
federal selama selama peraturan peraturan ini tidak bertentangan
dengan Undang Undang Dasar federal, sesuai dengan jang dimaksud
dalam pasal 50 ajat 2, maka perselisihan hukum jang timbul antara
Republik Persatuan Indonesia dan Negara Bagian jang bersangkutan
sebagai akibat dari pertentangan tersebut diatas, diselesaikan
menurut tjara jang ditentukan dalam ajat 1, 2, dan 3 pasal ini.
Pasal 53
1. Perdjandjian jang mengenai wilajah antara negara-negara bagian
jang mengakibatkan perubahan penduduk hukum dari wilajah jang
bersangkutan, memerlukan pengesahan oleh undang undang
federasi.
2. Perdjandjian- perdjandjian lainnja antara negara bagian hanja dapat
diadakan dengan ketentuan, bahwa perdjandjian itu tidak boleh
mengurangi kepentingan negara-negara bagian lain atau  Republik
Persatuan Indonesia. Perdjandjian itu tidak boleh didjalani kalau
tidak diumumkan terlebih dahulu dan tidak diberi waktu jang tjukup
kepada negara negara bagian lain atau Republik Persatuan
Indonesia untuk menjatakan keberatannja.
3. Apabila suatu negara bagian atau beberapa negara bagian atau
pemerintah Republik Persatuan Indonesia menjatakan keberatan
terhadap sesuatu perdjandjian jang dimaksud dalam ajat 2, maka
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perdjandjian itu hanja dapat berlaku kalu disahkan oleh undang
undang federasi.62
Dalam rancangan undang-undang ini, jelas sekali kematangan Abdul
Qahhar Mudzakkar dalam memahami hubungan Pemerintahan Federal dengan
Negara Bagian.
C. Hubungan Darul Islam di Berbagai Daerah.
Gerakan pemberontakan ini berawal dari gagasan ide Sekarmadji Mardjan
Kartosoewiryo untuk membentuk sebuah negara Islam. Kartosoewiryo mendirikan
Pondok Pesantren Sufah, di Malangbong Jawa Barat. Di pondok inilah ia
menggembeng pasukan Hizbullah dan sabillillah. Ia pernah menjadi sekretaris
partai Masyumi Jawa Barat, bahkan pernah dicalonkan sebagai Menteri Muda
Pertahanan. Namun jabatan ini tidak pernah diembannya.63
Pada saat terjadi Agresi Militer Belanda I, ia dan pasukannya
melancarkan perang suci melawan Belanda. Puncak dari peristiwa yang
meletuskan pemberontakan Kartosoewiryo adalah hasil perundingan Renville yang
mengakibatkan seluruh pasukan TNI harus melakukan hijrah ke dalam wilayah RI
di Yogyakarta. Pasukan Divisi pimpinan Kartosoewiryo yaitu bagian dari Divisi
Siliwangi Jawa Barat, menyatakan tidak bersedia hijrah. Kantong-kantong TNI
yang ditinggal hijrah diisi oleh pasukan Kartosoewiryo, dan meneruskan gerilya
melawan Belanda di Jawa Barat.
Pada bulan Pebruari 1948, Kartosoewiryo mengubah gerakan suci
melawan Belanda menjadi sebuah gerakan politik, dengan menobatkan diri
62 Mudzakkar, op. cit., h. 53-57.
63 Blog/Forum Sejarah Indonesia. Pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia
(DI/TII) di daerah. 12/07/2013. Html.
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sebagai Imam Negara Islam Indonesia, dan menamakan pasukannya dengan nama
Tentara Islam Indonesia (TII).
Kontak senjata pertama terjadi dengan pasukan TNI dari Divisi Siliwangi
yang baru kembali dari Yogyakarta tanggal 25 Januari 1949. Sejak saat itu terjadi
perang segi tiga antara pasukan DI/TII – TNI – Belanda.
Tindakan pemerintah dalam menumpas gerakan DI/TII :
1. Pendekatan oleh pimpinan Partai Masyumi : Moh. Natsir melalui surat tidak
berhasil, bahkan Kartosuwiryo secara resmi membalas surat itu dengan
memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia pada tanggal 7
Agustus 1949
2. Bulan September 1949 untuk kedua kali Moh. Natsir membujuk
Kartosoewiryo untuk menghentikan pemberontakan dan kembali ke
pangkuan RI, tetapi gagal. Bahkan sejak saat itu rakyat Jawa Barat mulai
mengalami teror dari gerombolan DI/TII yang sering melakukan
pembunuhan, merampas harta benda rakyat untuk memenuhi kebutuhan
logistik pasukan / gerombolan ini.
3. Setelah tindakan persuasif tidak berhasil mengembalikan Kartosoewiryo ke
pangkuan ibu pertiwi, pemerintah bertindak tegas dengan menggelar Operasi
Pagar Betis. Operasi yang dilaksanakan dengan bantuan rakyat Jawa Barat
ini bertujuan untuk mempersempit ruang gerak gerombolan. Sehingga
semakin hari semakin banyak para pengikut Kartosoewiryo yang
menyerahkan diri dan kembali ke tengah- tengah masyrakat. Gerombolan
DI/TII terdesak di Gunung Geber, Tasikmalaya.
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4. Akhirnya tanggal 4 Juni 1962, Kartosoewiryo beserta keluarga dan
pengikutnya dapat ditangkap hidup-hidup dalam sebuah operasi yang diberi
nama sandi Operasi Baratayudha dan pada tanggal 16 Agustus
Kartosoewiryo dijatuhi hukuman mati.64
Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia, ternyata mendapat
simpati dari berbagai daerah di Indonesia, seperti :
a) Jawa Tengah
Gerakan ini diproklamasikan di Desa Pengarasan, kabupaten Tegal
pada tanggal 23 Agustus 1949, dan menyatakan diri bergabung dengan Negara
Islam Indonesia pimpinan Kartosoewiryo. Gerakan ini dipimpin oleh Amir
Fatah, bekas anggota TNI dari kesatuan Hizbullah.
Gerakan dapat ditumpas melalui Operasi Banteng Negara pimpinan
Kolonel Sarbini, Letkol Bachrum dan Letkol Ahmad Yani, pada tahun 1950.
b) Kebumen
Gerakan ini dipimpin oleh Mohammad Mahfud Abdulrahman atau
yang lebih dikenal dengan sebutan Kyai Sumolangu. Seperti Amir Fatah,
gerakan ini juga menyatakan sebagai bagian dari NII Kartosoewiryo.
Gerombolan ini dapat ditumpas pada tahun 1954 melalui sebuah operasi militer
yang diberi nama Operasi Guntur.
64 Ibid.
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c) Kalimantan Selatan
Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh bekas
Letnan Dua TNI yang bernama Ibnu hajar. Ia menamakan pasukannya sebagai
Kesatuan Rakyat yang Tertindas [KRYT].
Semula pemerintah bertindak persuasif terhadap gerakan ini, karena
Ibnu Hajar bersedia kembali bergabung dengan APRIS. Namun tindakan ini
ternyata hanya muslihat Ibnu Hajar supaya pasukannya semakin kuat dana
kembali melakukan pemberontakan. Akhirnya pemerintah bertindak tegas
dengan menumpas habis gerakan ini pada tahun 1959.
d) Sulawesi Selatan
Abdul Qahhar Mudzakkar memulai gerakannya pada tahun 1951 dan
menamakan gerakannya dengan Komando Gerakan Gerilya Sulawesi Selatan.
Ia menuntut supaya pasukannya dimasukkan ke dalam APRIS dengana nama
brigade Hasanudin. Namun tuntutan ini ditolak pemerintah, tetapi pemerintah
memberikan wadah bagi pasukan Abdul Qahhar Mudzakkar dengan nama
Korps Cadangan Nasional.
Awalnya Abdul Qahhar Mudzakkar menerima tawaran pemerintah ini.
Namun pada saat pemerintah melantik pasukan Abdul Qahhar Mudzakkar
dengan sepotong-sepotong akhirnya Abdul Qahhar Mudzakkar kecewa sebab
akan ada pasukan dari Abdul Qahhar Mudzakkar terbuang dari tubuh
pemerintah Republik Indonesia. Akhinya Abdul Qahhar Mudzakkar
mendampingi Pasukannya untuk masuk kehutan untuk melakukan gerilyawan
atau kelompoknya melarikan diri ke hutan dengan membawa seluruh peralatan
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militer untuk digunakan berperang.65 Pemerintah melihat gerakan Abdul
Qahhar Mudzakkar melakukan operasi besar besaran dari Divisi Diponegoro.
Pada bulan Pebruari 1965 Abdul Qahhar Mudzakkar tertembak mati.66
e) Aceh
Kekecewaan Tengku Daud Beureuh kepada pemerintah, karena
hilangnya kedudukan militer dan turunnya status Aceh dari sebuah dari
istimewa menjadi karesidenan, menyebabkan Daud Beureuh menyatakan diri
bergabung dengan Negara Islam Indonesia ( 21 September 1953 )
Pemerintah berusaha mengatasi pemberontakan ini dengan
mendatangkan pasukan dari Sumatera Utara dan tengah. Karena terus terdesak
pasukan Daud Beureuh melakukan pemberontakan dari hutan-hutan, di
pegunungan Bukit Barisan.
Selain tindakan represif, pemerintah juga melakukan tindakan persuasif
dengan mengadakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh, atas prakarsa
Kolonel M. Yasin (Panglima Kodam I Iskandar Muda). Musyawarah ini
membawa hasil yang sangat positif, karena Daud Beureuh akhirnya bersedia
kembali ke tengah tengah masyarakat Aceh dan menerima Amnesti dari
pemerintah.67
65 Op.cit. Lihat Video Pemberontakan Abdul Qahhar Mudzakkar “Kabut Di Lasolo:
Catatan Batin Kahar Muzakkar” (Metro Files), METROTV, 2003. Baca juga Anhar, op. cit., h.
202.
66 Ibid.
67 Ibid.
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D. Hubungan Islam dan Negara.
Islam adalah agama sekaligus negara. Menarik karena dengan hubungan
ini ingin ditegaskan bahwa Islam, berbeda dengan agama-agama lain, tidak
memisahkan urusan agama dan politik; bahkan bila dikembangkan lebih lanjut,
Islam tidak menarik garis pemisah antara urusan dunia dan akhirat.
Penegasan ini jelas berbeda dengan “doktrin” politik modern bahwa
politik harus dipisahkan dari agama. Bila pemuka-pemuka agama-agama selain
Islam, tampaknya, tidak terlalu menentang “doktrin” politik modern ini, maka
berbeda halnya dengan pemuka-pemuka agama Islam. Tidak masuk bagi akal
mereka, bahwa Islam memisahkan urusan negara dari agama, mengingat hampir
dua per tiga al-Quran sendiri membicarakan tentang penataan masyarakat yang
ideal. Bagi mereka, Islam, lebih dari sekadar sebuah agama (yang konotasinya
terlanjur dimaknai sebagai institusi sosial yang mengatur tata ritual), adalah
sebuah way of life, sebuah pedoman menjalani kehidupan. Oleh karenanya, semua
perkara manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan (konsep teologis), alam
(konsep kosmologis) maupun antar manusia (konsep sosial), merupakan satu-
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, merupakan sebuah sistem. Maka wajar bila
pemikiran untuk memisahkan agama dan negara dianggap terlalu mengada-ada.
Walaupun dalam bagian-bagian tertentu, pemikiran tersebut ada benarnya,
tetapi, sungguh, penerimaan adagium din wa al-dawlah adalah hal yang cukup
problematis. Telah jelas bahwa Islam adalah sebuah agama, namun apakah
memang Islam adalah negara? Malahan tidak dijumpai satu kata pun dalam al-
quran yang sepadan arti dengan negara. Kata yang paling dekat dengan arti negara
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adalah “baldah” (QS. 34:15), tetapi kata ini lebih mendekati makna “negeri”
daripada negara, digunakan dalam konteks kekayaan alam, dan karenanya sama
sekali tidak memiliki implikasi makna politis apalagi konsep kenegaraan. Kalau
demikian halnya, lalu bagaimana sesungguhnya hubungan antara Islam dan
negara? Pertanyaan inilah yang hendak dijawab dalam pembahasan ini.
Selanjutnya, pembahasan ini juga akan berusaha menelusuri sejarah hubungan
Islam dan negara.
a) Konsepsi Hubungan Islam dan Negara
Setidaknya terdapat tiga pendapat mengenai hal ini. Pertama, seperti
telah disinggung di muka, adalah pendapat bahwa tidak boleh ada pemisahan
antara agama Islam dan negara. Di masa modern ini, sejauh yang penulis
ketahui, hanya ada dua pengarang yang telah menulis perihal pendapat ini
dengan cara yang paling sistematik. Islam, baik melalui Al-Quran maupun
Sunnah Nabi, telah memberikan konsep yang jelas dalam masalah politik dan
kenegaraan. Bahwa sistem pemerintahan yang Islami adalah khilafah (teo-
demokrasi dalam istilah al-Mawdudi), dan hanya boleh ada seorang khalifah
yang diperkenankan untuk berkuasa di seluruh Dunia Islam (Islamdom). 68
68 Pengarang pertama adalah Maulana al-Mawdudi, seorang pembela Islam-
konservatif dari Pakistan yang sangat konsisten, memiliki pengaruh yang mendunia dan,
mungkin merupakan satu-satunya pemikir Islam-konservatif yang paling serius dan sistematik.
Bukunya yang berjudul Sistem Politik Islam: Hukum dan Konstitusi (Bandung: Mizan, 1990),
merupakan terjemahan yang aslinya ditulis dalam bahasa Inggris. Pengarang kedua adalah
Muhammad Dhiya’ al-Din al-Rais, seorang profesor ilmu politik dari Mesir, yang menulis buku
Teori Politik Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), yang aslinya ditulis dalam bahasa Arab
(al-Nazhariyyah al-Siyasiyah al-Islamiyyah, 1957). Kedua buku ini ditulis, meski di tempat
yang berjauhan, dalam waktu yang hampir bersa maan dan menghasilkan pemikiran yang boleh
dibilang hampir identik. Menurut mereka
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Segala macam perbincangan mengenai demokrasi, misalnya, adalah
sama dengan mencoba meng-halal-kan sesuatu yang memang telah haram. Ini
karena kedaulatan tidaklah terletak di tangan rakyat, melainkan dalam
genggaman Tuhan (sovereignity of God), karena Tuhan-lah yang menciptakan
segala yang ada di bumi. Tuhan-lah penguasa yang sesungguhnya. Maka,
khalifah bukanlah penguasa yang sesungguhnya, tetapi hanya Wakil Tuhan.
Namun, sebagai seorang Wakil Tuhan di muka bumi, ia adalah seorang Muslim
terbaik dan karena itu merupakan satu-satunya penafsir Islam yang paling
otoritatif.
Masalah serius yang dihadapi oleh para penganjur pendapat ini adalah
bahwa bukan saja gagasan mereka ini tidak pernah didukung oleh sejarah
Islam, dengan kata lain utopis, gagasan ini malah mereka klaim sebagai satu-
satunya konsep yang “Islami”. Menjadi serius karena ternyata tidak satu ayat
pun dalam al-Quran, juga teladan Nabi, yang dapat dipakai untuk mendukung
konsep yang mereka nyatakan sebagai “Islami” itu. Kata khalifah, misalnya,
memang ada disebut dalam al-Quran (misalnya QS. 2:30), tetapi jelas
konteksnya adalah penciptaan manusia sebagai “khalifah” di bumi, bukan
penguasa politik. Kalau kata ini dipaksa memiliki implikasi makna politis,
maka hasilnya malah akan membingungkan. Sebabkan bukankah semua
manusia itu, berdasarkan ayat tersebut, adalah “khalifah”? menunjukkan kepada
kita bahwa tidak terdapat satu ayat pun dalam al-Quran yang dapat dikatakan
memiliki implikasi konsep politik dan kenegaraan tertentu69. Dengan cukup
69 Qamaruddin Khan. Tentang Teori Politik Islam 1987; edisi Inggrisnya ditulis
dalam tahun 1973.
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argumentatif bahwa ide-ide khilafah al-Mawdudi hanyalah penegasan kembali
teori politik Islam abad pertengahan yang disusun dalam rangka
melanggengkan kekuasaan monarki saat itu. Terlepas dari keberatan penulis
atas beberapa gagasan Engineer yang jelas-jelas terpengaruh Marxisme, penulis
berpendapat bahwa tulisan ini dapat digunakan sebagai acuan untuk
menunjukkan kelemahan serius teori al-Mawdudi.70
Pendapat kedua menyatakan bahwa antara Islam dan negara, dan lebih
luas lagi politik, tidak terdapat hubungan sama sekali. Keduanya merupakan
masalah yang berbeda. Agama mengisi wilayah spiritual manusia, sedang
negara atau politik menangani wilayah sosial dan material manusia. Tak ada hal
yang dapat menyatukan keduanya. Bahkan, demikian dikatakan pendapat ini,
kekuasaan yang dimiliki Nabi Muhammad saw. di Madinah menjelang
wafatnya beliau adalah sebuah kekuasaan hasil dari usaha yang “tak disengaja”
atau “tak disadari” atas penyebaran dakwah beliau. Misi Nabi saw “hanyalah”
menyampaikan wahyu dan risalah Tuhan kepada manusia, bukan untuk
membangun negara atau menyusun komunitas politik tertentu. Inilah yang
kemudian dikenal sebagai pemikiran sekularisme. Para pendukung sekularisme,
yang paling terkenal di antaranya adalah Ali Abdur Raziq dan Mustafa Kemal
(Ataturk, bahasa Turki yang berarti Bapak Bangsa). Yang terakhir ini, meski
tidak memiliki tulisan sistematis mengenai pemikirannya, tetapi praktik-praktik
politik dan pidato-pidatonya jelas mengindikasikan gagasan sekularismenya. Di
antaranya yang paling dramatis, dan masih disesalkan oleh banyak Muslim
70 Asghar Ali Engineer yang baru terbit dalam bahasa Indonesia, Devolusi Negara
Islam 2000; edisi Inggrisnya mungkin ditulis pada awal 1980-an.
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dewasa ini, adalah maklumatnya untuk menghapus kekhalifahan Turki Utsmani
di tahun 1924, serta penggantian Syari’ah dengan hukum positif yang diadopsi
dari hukum negara Swiss. Sementara Ali Abdur Raziq menuliskan gagasannya
dalam sebuah buku, yang meskipun kecil, tetapi ditata dengan cara yang
sistematik dan argumentative hingga sekarang masih terus-menerus
diperdebatkan karena kandungannya yang memang kontroversial dari sudut
pandang Islam mainstream. Untuk menunjukkan letak kontroversialnya,
cukuplah di sini dikatakan bahwa segera setelah menerbitkan bukunya itu,
Abdur Raziq diberhentikan dari jabatannya sebagai salah seorang Syaikh al-
Azhar, sebuah posisi sosial yang cukup prestisius, dan dilarang untuk
memegang posisi administratif keagamaan apapun di Mesir.71
Harus dicatat bahwa para penganjur sekularisme, jadi termasuk
keduanya, gagal untuk “membuktikan sesuatu yang tidak mungkin, yakni
bahwa Nabi Muhammad, ketika beliau bertindak sebagai seorang pembuat
hukum atau seorang pemimpin politik, telah bertindak secara ekstra-religius
dan sekuler. Pernyataan ini tidak menafikkan kenyataan bahwa dalam
kehidupan politik praktis di dunia Islam dewasa ini, sekularisme merupakan
gejala umum.
Pendapat ketiga, sebenarnya, bukanlah orisinal hasil pemikiran modern,
karena telah dikemukakan jauh sebelumnya oleh pencetus sesungguhnya
gagasan modernisasi Islam, Ibn Taimiyyah. Pembaru yang hidup di jaman
pertengahan ini menyatakan bahwa Islam dan negara adalah dua hal yang
71 Ali Abdur Raziq, Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam (Bandung: Pustaka, 1985;
aslinya, al-Islam wa Ushul al-Hukm, 1925),
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berbeda. Sebagai sebuah way of life, Islam, dalam hal ini al-Quran,
menyediakan sejumlah tata nilai yang dapat digunakan untuk membangun
sebuah tata politik. Risalah Islam harus disyiarkan ke seluruh dunia, dan
Syari’ah harus dilaksanakan oleh kaum Muslim. Untuk melaksanakan kedua
hal tersebut diperlukan suatu kekuatan yang dapat menjamin kelangsungan
syiar risalah Islam dan menjaga pelaksanaan Syari’ah Islam, itulah “pedang”
Islam. Tetapi jelaslah bahwa “pedang” itu berbeda dengan Islam sendiri. Karena
syiar dan Syari’ah Islam tidak dapat dijamin pelaksanaannya tanpa “pedang”
itu, maka keberadaan “pedang” itu merupakan suatu necessity conditions, suatu
persyaratan yang harus dipenuhi adanya. “Pedang” yang dimaksud tak lain dan
tak bukan adalah kekuasaan, sistem politik yang teratur dan kuat, atau, tepatnya
lagi, negara itu sendiri. Jadi negara, dalam konsepsi Ibn Taimiyyah, tidaklah
identik dengan agama (Islam); melainkan sebuah alat yang harus ada untuk
mencapai tujuan-tujuan Islam.
Teori – teori tersebut secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga
paradigma mengenai konsepsi negara dalam Islam :
1. Paradigma Integratif
Aliran ini berpendapat bahwa Islam bukanlah semata-mata agama
sebagaimana yang ditafsirkan oleh Barat, dimana hanya sekedar mengatur
hubungan antara manusia dengan Tuhan. Islam dalam menurut aliran ini
berpendapat bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan
pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan
berpolitik dan bernegara. Oleh karena itu dalam bernegara umat Islam
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hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam dan tidak perlu
meniru sistem ketatanegaran Barat. Adapun sistem ketatanegaraan politik
Islam yang harus diteladani adalah sistem yang dilaksanakan oleh Nabi
Muhammad dan empat Khulafaur Rasyidin.72
Dalam perspektif paradigma integralistik kepala negara adalah
pemegang kekuasaan agama dan politik. Pemerintahan dilaksanakan atas
dasar kedaulatan Ilahi, karena pendukung ini meyakini bahwa kedaulatan
berasal dan berada “ditangan Tuhan”, dengan demikian hukum Islam
diberlakukan sebagai hukum negara.
Paradigma inilah yang kemudian melahirkan paham negara agama,
dimana kehidupan keagamaan diatur dengan menggunakan prinsip – prinsip
keagamaan, sehingga melahirkan konsep Islam agama dan negara. Sumber
hukum positifnya adalah hukum agama, masyarakat tidak bisa membedakan
mana aturan negara dan mana aturan agama karena keduanya menyatu. Oleh
karena itu dalam paham ini rakyat yang menaati segala ketentuan negara
berati ia taat kepada agama, sebaliknya melawan negara berarti melawan
agama yang berarti juga menentang Tuhan.73
2. Paradigma Simbiotik
Paradigma ini boleh dikata lebih moderat dimana berpendapat bahwa
sekalipun dalam Islam atau Nash tidak terdapat sistem ketatanegaraan, akan
tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan ketatanegaraan.74
72 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara:Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Cet. II;
Jakarta:UI-Press, 1990), h. 1.
73 Wahid, Marzuki & Ruimadi, Fiqh Madzab Negara (Yogyakarta : LKiS, 2001), h.
25.
74 Munawir, op. cit., h. 2.
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Lebih lanjut dikatakan bahwa agama dan negara memiliki hubungan
yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama
memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang,
sebaliknya negara juga memerlukan agama karena dengan agama negara
dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual. Pemeliharaan
agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda,
namun mempunyai hubungan secara simbiotik.
Dalam konsep ini, Syariah (hukum Islam) menempati posisi sentral
sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Demikian juga negara
mempunyai peranan yang besar untuk menegakkan hukum Islam. Dengan
demikian tampak adanya kehendak untuk mewarnai hukum – hukum negara
dengan hukum agama bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa hukum
agama dijadikan sebagai hukum negara. Hal ini bisa saja terjadi karena sifat
simbiotik antara agama dan negara mempunyai tingkat dan kualitas yang
berbeda–beda.
3. Paradigma Sekuler
Paradigma ini memisahkan antara agama dan negara sehingga negara
tidak menjadikan agama sebagai instrumen tertentu. Dalam konteks Islam
pandangan ini menolak intervensi Islam pada masalah politik dan kenegaran.
Menurut pandangan ini Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul biasa
sebagaimana rasul-rasul terdahulu, dengan tugas hanya untuk mengajak
manusia kembali kepada kehidupan yang baik melalui perilaku dalam
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kehidupan sehari – hari. Nabi Muhammad menurut pendapat ini tidak pernah
bertugas untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara.75
Agama adalah urusan pribadi para pemeluknya yang tidak ada sangkut
pautnya dengan negara. Dengan demikian sebuah negara dapat dikatakan
sekuler jika negara tersebut tidak menjadikan kitab suci sebagai dasar
konstitusi dan tidak menjadikan hukum agama sebagai hukum nasional, atas
dasar tersebut semua agama memiliki peran yang sama dalam negara.
Sementara itu, dari berbagai literatur yang ada dikemukakan tiga
istilah negara yang populer dalam Islam, yaitu sebagai berikut:
1. Daulah
Menurut sejarah, istilah ini pertama kali digunakan dalam politik
Islam ketika dinasti Abbasiyah meraih tampuk kekuasaan pada pertengahan
abad ke-18. Pada masa itu kata daulah diartikan sebagai kemenangan,
giliran untuk meneruskan kekuasaan dan dinasti. Kata daulah sendiri dapat
diartikan sebagai kelompok sosial yang menetap pada suatu wilayah
tertentu dan diorganisasi oleh suatu pemerintahan yang mengatur
kepentingan dan kemaslahatan.76
2. Khilafah
Menurut Bernard Lewis, istilah khalifa pertama kali muncul di
Arabia pra-Islam dalam suatu prasasti Arab abad ke-6 Masehi. Selanjutnya
75 Ibid., h. 1.
76 Huda, op. cit., h. 13.
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kata Khalifah ini juga digunakan oleh Abu Bakar sahabat Nabi saw. Kata
khilafah mengandung arti perwakilan, pergantian atau jabatan khalifah.77
3. Imamah
Term imamah juga sering dipergunakan dalam menyebutkan negara
dalam kajian keislaman. Sementara itu, Taqiyuddin an-Nabhani
menyamakan antara imamah dengan khilafah karena menurutnya khilafah
adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk
menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam
ke segenap penjuru dunia.78
Qamaruddin Khan mencoba memberikan batasan atas kedua istilah
tersebut. Dimana istilah Imamah diartikan sebagai negara dan dapat pula
dikenakan walau tidak pernah dilakukan semasa Nabi Muhammad saw.
Sementara istilah Khilafah semata-mata hanya tertuju pada masa setelah
sepeninggal Nabi Muhammad saw.79
Sementara itu Imam Al Ghazali menyatakan bahwa agama dan
kekuasaan (baca:negara), adalah bagaikan saudara kembar, serta saling
membutuhkan satu sama lain. Jadi keduanya tak terpisahkan. Beliau
mengatakan :
77 Huda, Ibid., h. 14-15.
78 Ibid., h. 16.
79 Qamaruddin Khan, The Political Thought of Ibn Taymiyah, diterjemahkan oleh
Anas Mahyudin dengan judul Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah (Cet. II; Bandung: Pustaka,
1995), h. 120.
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"...Oleh karena itu, dikatakan bahwa agama dan kekuasaan adalah bagaikan
dua saudara kembar. Dikatakan pula, bahwa agama adalah pondasi (asas)
dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi
akan runtuh, sedang segala sesuatu yang tidak berpenjaga akan hilang
lenyap."80
Selain itu, tak sedikit ulama' yang menerangkan, bahwa keberadaan
negara Islam sangatlah mutlak demi terlaksananya beranekaragam hukum yang
memang tak akan dapat berjalan tanpa negara, sepertiahkam jina'iyah (sanksi-
sanksi pidana) misalnya qishash, ahkam maaliyah (aspek keuangan dan
perekonomian) misalnya pengumpulan dan pendistribusian zakat, ahkam
dauliyah (hubungan internasional) misalnya jihad dan cabang-cabang
hukumnya seperti pembagian ghanimah dan penebusan tawanan perang,
dan ahkam dusturiah (aspek pemerintahan) misalnya hak dan kewajiban dari
penguasa dan rakyat. Muhammad bin Al Mubarak, misalnya berkata :
"Qur'an mengandung hukum-hukum yang mustahil dapat diterapkan tanpa
adanya pemerintahan dan negara (Islam), yang mengambil dan menerapkan
hukum-hukum itu...Maka sesungguhnya mendirikan negara dan menjalankan
tugas pemerinahan dan kekuasaan, adalah bagian substansial dari ajaran Islam.
Islam tak akan tegak sempurna tanpa negara dan bahkan ke-Islam-an kaum
muslimin pun tak akan sempurna tanpa Negara.81
80 Lihat Imam Al Ghazali, Al Iqtishad fil I'tiqad, h. 199.
81 Muhammad bin Al Mubarak, Al Hukmu wa Ad Daulah, hal. 11.
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Demikianlah sekelumit pandangan ulama' yang mengungkapkan
hubungan agama-negara menurut Islam. Jelas bahwa agama (Islam) memang
tidak terpisah dari negara, sebab agama mengatur segala aspek kehidupan,
termasuk di dalamnya aspek politik dan kenegaraan. Dengan kata lain,
hubungan agama dan negara, adalah hubungan keseluruhan dengan sebagian
dari keseluruhan itu. Namun kedudukan negara berbeda dengan bagian-bagian
lain dari ajaran Islam. Kedudukan negara dipandang sangat urgen, karena
pelaksanaan ajaran-ajran Islam secara total, bertumpu pada keberadaan institusi
negara. Karenanya, keberadaan negara merupakan syarat mutlak dan esensial,
agar seluruh peraturan Islam dapat diterapkan secara kaffah tanpa
mengecualikan yang satu dari lainnya.
b) Asas Negara
Munculnya sebuah negara atau daulah, diawali dengan lahirnya sebuah
pemikiran baru. Jika pemikiran itu sudah berubah menjadi sebuah pemahaman,
maka akan berpengaruh terhadap pola perilaku manusia. Karena, pola perilaku
manusia senatiasa terkait erat dengan pemahaman yang dimiliki. Apabila
pemahaman seseorang terhadap sesuatu itu baik, maka akan dilakukan.
Sebaliknya, apabila menurut pemahamannya sesuatu itu buruk, maka akan dia
tinggalkan. Pemahaman baik dan buruk inilah yang akan mempengaruhi setiap
perilaku yang dikerjakan. Sehingga, ketika melakukan interaksi dengan orang
lain, maka akan didasarkan pemhaman yang dia miliki. Apabila terjadi
kesamaan pandang tentang sesuatu, maka terjadilah interaksi. Berarti, pola
interaksi yang akan mewarnai corak kehidupan itu, benar- benar dipengaruhi
oleh pemahaman dan standar yang digunakan pijakan oleh anggota masyarakat.
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Supaya interaksi tersebut bisa berjalan dengan lancar, maka diperlukan sebuah
kekuasan yang mengatur dan mengurusi jalannya interaksi tersebut. Kekuasan
inilah yang akan meluruskan apabila terjadi penyimpangan pola interaksi (yang
berupa hukum) yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Kekuasan inilah yang
diakui oleh semua anggota masyarakat sebagai lembaga yang sah untuk
melakukan pengaturan jalannya interaksi ini yang disebut sebagai negara.
Dengan demikian daulah atau negara adalah lembaga pelaksana
terhadap sekumpulan pemahaman, standar, dan patokan kehidupan yang
diterima oleh sekelompok orang. Jika pengertian daulah seperti itu, berarti
daulah Islam merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk
memberlakukan hukum-hukum Islam serta mengemban dakwah Islam ke
seluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad. Daulah Islam
inilah satu-satunya thariqah (metode) praktis untuk menerapkan sistem dan
hukum-hukum secara menyeluruh dalam kehidupan dan masyarakat. Inilah
yang merupakan pilar hidup dan matinya Islam dalam kehidupan. Tanpa adanya
sebuah negara, eksistensi Islam sebagai sebuah ideologi serta sistem
kehidupanakan menjadi pudar. Yang ada hanyalah Islam sebagai upacara ritual
serta sifat-sifat akhlak saja. Sedangkan hukum-hukum lainnya, terutama hukum
yang mengatur interaksi antar manusia, menjadi terbengkalai.
Daulah Islam hanya berdiri di atas landasan aqidah Islam, dan aqidah
Islam inilah yang menjadi asasnya. Secara syar’i, aqidah Islam, dalam
kehidupan apapun, tidak boleh terlepas dari negara. Sehingga Rasulullah saw.
membangun sebuah pemerintahan di Madinah serta memimpin pemerintahan
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dengan landasan aqidah Islam. Ada tiga alasan, yang menunjukan bahwa
Raulullah menjadikan aqidah Islam asas daulah, yaitu:
Pertama: Beliau telah mewajibkan kaum muslimin untuk menjadikan
syahadat “laa ilaaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah” sebagai asas
kehidupan mereka, asas setiap interaksi yang dilakukan antar manusia (baik
muslim dengan muslim, muslim dengan kafir dzimmi, maupun muslim dengan
kafir harbi). Termasuk sebagai asas untuk menyelesaikan terhadap setiap
terjadinya kedzaliman dan persengketaan. Dengan kata lain, aqidah Islam
adalah dasar bagi semua kehidupan termasuk landasan pemerintahan dan
kekuasaan. Meyakini bahwa Allah swt. sebagai satu-satunya merupakan sebuah
keyakinan bahwa hak membuat syariat hanya pada Allah swt. Allah swt.
berrfirman:
                     
   
Terjemahnya:
“…Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah. Dia memerintahkan
agar kalian tidak menyembah kecuali kepada-Nya. Yang demikian itu adalah
dien yang lurus" (Yusuf: 40).82
82 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemahan, (edisi tahun 2002) Jakarta:
Al-Huda, 2005, h. 241.
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Makna keyakinan bahwa Muhammad Raasulullah adalah bahwa syariat
yang diturunkan oleh Allah swt. yang wajib kita taati adalah syariat yang
diturunkan kepada syariat yang diberikan Rasulullah Muhammad saw. Karena
itu setelah turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad saw., bagi orang yang
ingin mentauhidkan Allah swt. dalam penymembahan dan pensyariatan, harus
mengikuti dien yang dibawa oleh Rasulullah saw. Allah swt berfirman:
                 
Terjemahnya:
“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas syariat dari urusan dien itu, maka
ikutilah syariat itu dan jangalah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang
tidak mengetahui” (Al Jatsiyah 18). 83
Berarti, semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku harus
bersumber dari syariat Islam. Tida ada satu pun peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku tidak bersumber dari Islam atau bertentangan dengan
aqidah Islam.
Kedua: Beliau mewajibkan kaum muslimin untuk melakukan jihad fi
sabilillah dalam rangka mengemban aqidah Islam kepada seluruh manusia.
Imam Muslim dan Imam Bukhari telah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar
yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda.
“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka menyatakan
kesaksian “laa ilaaha illaa Allah, Muhamadur Rasulullah”, mendirikan sholat,
dan membayar zakat. Bila mereka melakukannya, darah dan harta mereka akan
83 Ibid. h.501.
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terlindungi dariku kecuali dengan cara yang dibenarkan (haq) dan perhitungan
mereka semata (di tangan) Allah”.
Ketiga: beliau mewajibkan kaum muslimin agar menjaga
keberlangsungan aqidah Islam sebagai asas daulah Islam. Beliau
memerintahkan kepada kaum muslimin mengangkat senjata dan berperang bila
kemudian terjadi kekufuran yang nyata, yaitu apabila aqidah Islam tidak lagi
dijadikan sebagai asaspemerintahan dan kekuasaan.Ketika beliau ditanya
tentang pemerintahan yang dzalim; “Tidakkah kita perangi saja mereka dengan
pedang (wahai Rasulullah)”, beliau menjawab,” jangan, selagi mereka masih
menegakkan shalat (hukum Islam”.
Imam Bukhari juga telah meriwayatkan dari Ubadah bin as Shamit
tentang baiat: “Dan agar kami tidak mengambil urusan tersebut pada ahlinya,
kecuali bila kalian menyaksikan kekufuran yang nyata, sedangkan kalian
mempunyai bukti yang kuat (burhan) di sisi Allah”
Semua itu membuktikan bahwa asas daulah Islam adalah aqidah Islam.
Karena Rasulullah saw. telah membangun kekuasaan berdasarkan asas tersebut.
Bahkan beliau memerintahkan untuk mengangkat senjata dalam rangka
menjaga keberlangsungan aqidah sebagai asaskekuasaan, serta memerintahkan
berjihad dengan tujuan menegakkan aqidah tersebut.
Karena itu, daulah Islam tidak diperbolehkan memiliki satu pun
pemikiran, konsep, hukum atau standar yang tidak digali dari aqidah Islam.
Sebab, tidak cukup dengan menjadikan asas daulah Islam sebatas nama, yaitu
namanya aqidah Islam, namun dalam praktiknya tidak. Bahkan keberadaan asas
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tersebut harus tercermin dan tampak dalam segala aspek yang berhubungan
dengan eksistensi daulah.Termasuk dalam hal-hal yang kecil atau nampak
menonjol dalam urusan negara secra keseluruhan. Karena itu, daulah Islam
tidak diperbolehkan memiliki satu pun konsep tentang kehidupan selain lahir
dari aqidah Islam. Aqidah Islam pun tidak mentoleris konsep apa pun yang
tidak bersumber dari aqidah Islam.
c) Bentuk Pemerintahan
Bentuk pemerintahan dalam Islam bukan kerajaan, republik, atau
kekaisaran. Bentuk pemerintahan dalam Islam adalah khilafah. Khilafah adalah
kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan
hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru
dunia. Kata lain dari khilafah adalah imamah. Imamah dan khalifah itu
memiliki makna satu.
Mendirikan khilafah adalah fardlu bagi seluruh kaum muslimin di
seluruh dunia. Dalil wajibnya pengangkatan khalifah adalah As Sunnah dan
ijma' Sahabat. Adapun dalil dari as Sunnah adalah hadits yang diriwayatkan
oleh Nafi' yang berkata bahwa: Abdullah bin Umar pernah berkata kepadaku:
Aku mendengar Rasulullah saw. berkata:
"Siapa saja yang melepas tangannya dari ketaatan kepada Allah, niscaya akan
berjumpa dengan Allah di hari kiamat tanpa memiliki hujjah. Dan siapa saja
yang mati sedangkan di pundaknya tidak ada bai'at, maka matinya adalah mati
jahiliyyah" (HR muslim).
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Hadits ini mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin agar di atas
pundak mereka ada bai'at. Beliau mensifati orang yang meninggal sementara di
atas pundaknya tidak ada bai'at, layaknya mati dalam keadaan jahiliyyah. Dan
bai'at itu hanya diberikan kepada khalifah, bukan kepa yang lain. Kesimpulan
bahwa bai'at secara syar'i itu hanya diberikan kepada khalifah itu dapat dilihat
dalam hadits-hadits lain, seperti hadits yang berasal dari Abu Said al Khudri ra,
bahwa Rasulullah saw. bersabda:
"Apabila dibai'at dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari
keduanya" (HR Muslim).
Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw. bersabda:
Dahulu Bani Israil senantiasa dipimpin dan dan diatur urusannya oleh para
nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, digantikan oleh nabi yang lain.
Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku. (Tetapi) nanti akan ada banyak
khalifah. Para sahabat bertanya, Apakah yang engkau perintahkan kepada
kami? Beliau menjawab:'Tepatilah bai'at yang pertama dan yang pertama saja.
Berikanlah kepada mereka hak nya, karena sesungguhnya Allah akan meminta
pertanggungjawaban mereka tentang rakyat yang dibebankan urusannya kepada
mereka" (HR Muslim).
Dari Abdullah bin Amru bin Ash, yang mengatakan bahwa dia pernah
mendengarkan Rasulullah saw. bersabda:
"Siapa saja yang telah membai'at seorang imam, lalu ia memberikan uluran
tangan dan buah hatinya, hendaklah mentaatinya jika mampu. Apabila ada
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orang lain yang hendak merebutnya maka penggallah leher orang itu" (HR
Muslim).
Semua hadits di atas menunjukkan bahwa bai'at itu hanya diberikan
kepada khilafah atau imam. Sehingga, hadits yang menyatakan bahwa jika
seseorang mati sedangkan di pundaknya tidak ada khilafah, matinya bagaikan
mati jahiliyyah itu, merupakan dalil wajibmya mengangkat khalifah. Sebab,
dengan diangkatnya seorang khalifah, berarti terdapat bai'at di pundak setiap
kaum muslimin.
Di samping dalil tentang wajibnya mengangkat seorang khalifah,
terdapat sejumlah dalil yang menjelaskan tentang syarat-syarat khalifah,
mekanisme pengangkatan dan pemberhentiannya, masa jabatannya, kewajiban
dan wewenang khalifah, struktur yang ada di bawah khalifah, dan berbagai
persoalan hukum yang mengatur urusan kenegaraan. Semua hukum-hukum
tersebut sebuah sistem yang unik, yang berbeda dengan semua sistem yang
pernah ada di dunia. Sistem dan bentuk pemerintahan ini yang disebut dengan
sistem khilafah.
d) Pilar-Pilar Pemerintahan
Sistem pemerintahan Islam tegak di atas empat pilar, yaitu:
1. Kedaulatan di tangan syara'
Dalam Islam, kedaulatan di tangan syara', dan bukan di tangan umat.
Sehingga yang menguasai dan mengendalikan aspirasi dan keinginan
individu adalah syara' dan bukan individu itu sendiri. Aspirasi dan keinginan
individu itu harus dituntun, dikendalikan, dan didasarkan oleh perintah-
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perintah dan larangan Allah swt. Pembuat hukum (al hakim) adalah Allah
swt. Sedangkan manusia berkedudukan sebagai mukallaf (yang dibebani
hukum). Sehingga, manusia haruslah tunduk dan patuh dengan seluruh
hukum yang dibuat oleh Allah swt. Allah swt berfirman:
                   
           
Terjemahnya:
"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga
mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka
perselisihkan" ( An Nisa : 65).84
Karena itu, sistem pemerintahan republik jelas bukan sistem yang
sesuai dengan sistem pemerintahan Islam. Dalam sistem republik kedaulatan
di tangan rakyat. Rakyatlah yang menjadi sumber dari semua hukum yang
diberlakukan. Demikian pula sistem kerajaan. Sistem ini jelas bertentangan
dengan sistem pemerintahan Islam. Dalam sistem kerajaan kedaulatan di
tangan raja. Seluruh hukum yang diterapkan dalam sebuah kerajaan haruslah
bersumber dari raja atau yang telah diijinkan oleh raja.
Seorang khalifah dibai'at oleh umat berdasarkan Kitabullah dan
Sunnah Rasul-Nya agar ia melaksanakan Kitabullah dan As Sunnah, bukan
untuk melaksanakan apa yang dimau oleh orang yang membai'atnya.
2. Kekuasaan di tangan umat
84 Ibid., h. 89.
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Syara' telah menjadikan pengangkatan khalifah di tangan umat.
Seorang khalifah hanya bisa memiliki kekuasaan melalui bai'at. Hadits yang
berkenaan dengan bai'at menunjukkan bahwa bai'at itu diberikan oleh kaum
muslimin kepada khalifah, bukan oleh khalifah kepada kum muslimin. Dari
Ubadah bin Shamit, berkata:
"Kami membai'at Rasulullah saw. untuk setia mendengarkan dan mentaati
perintahnya, baik dalam keadaan susah maupun mudah, baik dalam keadaan
yang kami senangi atau pun kami benci" (HR Muslim).
Dari Abdullah bin Amru bin Ash, yang mengatakan bahwa dia pernah
mendengarkan Rasulullah saw. bersabda:
"Siapa saja yang telah membai'at seorang imam, lalu ia memberikan uluran
tangan dan buah hatinya, hendaklah mentaatinya jika mampu. Apabila ada
orang lain yang hendak merebutnya maka penggallah leher orang itu" (HR
Muslim).
Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa khalifah mendapatkan
kekuasaan semata-mata melalui bai'at. Ketaatan umat wajib diberikan
kepada orang yang mereka bai'at, yaitu kepada orang yang karena aadanya
orang itu di atas pundak umat terdapat bai'at.
3. Mengangkat seorang khalifah hukumnya fardlu bagi kaum muslimin
Mengangkat seorang khalifah hukumnya fardlu bagi selruh kaum
muslimin. Dalil yang menunjukkan wajibnya mengangkat khalifah ini adalah
hadits yang memberikan celaan berupa mati jahiliyyah bagi setiap orang
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yang dipundaknya tidak ada bai'at yang diriwayatkan oleh Imam muslim
yang berasal dari Nafi' di atas.
Sedangkan khalifah harus satu disandarkan kepada hadits yang
berasal dari Abu Said al Khudri ra, bahwa Rasulullah saw bersabda:
"Apabila dibai'at dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari
keduanya" (HR Muslim).
Juga hadits yang berasal dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw. Ketika
beliau ditanya yang seharusnya dikerjakan kaum muslimin ketika ada
khalifah beliau menjawab:
"Tepatilah bai'at yang pertama dan yang pertama saja. Berikanlah kepada
mereka hak nya, karena sesungguhnya Allah akan meminta
pertanggungjawaban mereka tentang rakyat yang dibebankan urusannya
kepada mereka" (HR Muslim
Dari Arfajah bin Syuraih bahwa beliau mendengar Rasulullah saw
bersabda:
"Siapa saja yang datang kepada kalian --sedangkan urusan kalian berada
di tangan seorang-- kemudian dia hendak memecah belah jama'ah kalian,
maka bunuhlah" (HR muslim).
Semua hadits tersebut menunjukkan diharamkannya kaum muslimin
mengangkat khalifah dari satu orang. Hadits-hadits ini sekaligus juga
dihami haramnya kaum muslimin membagi wilayah mereka menjadi lebih
dari satu negara.
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4. Hanya khalifah yang behak melakukan tabanni (adopsi) terhadap hukum-
hukum syara'.
Pilar ini ditetapkan dengan dalil ijma' sahabat. Ijma sahabat
menetapkan bahwa hanya khalifah yang berhak untuk mengadopsi hukum-
hukum syara'. Berdasarkan ijma ini, diambil kaidah ushul yang sangat
populer:
"Perintah imam (khalifah) menghilangkan perselisihan (di antara fuqaha')"
"Perintah imam (khalifah) berlaku, baik secara lahir maupun batin"
Kaidah ushul ini dapat dipahami bahwa khalifah memiliki hak untuk
mengadopsi (tabanni) hukum-hukum tertentu, serta hak untuk memerintah
melaksanakannya, lalu kaum muslimin pun wajib mentaatinya meskipun
berbeda dengan ijtihadnya. Maka, jadilah hukum-hukum yang diadopsi
tersebut sebagai undang-undang. Karena itu yang berhak menentukan
undang-undang adalah khalifah semata. Sedangkan selain khalifah secara
mutlak tidak diperbolehkan.
Dalam mengadopsi undang-undang khalifah harus terikat dengan
hukum-hukum syara', sehingga haram baginya untuk mengadopsi suatu
hukum yang tidak digali dengan cara yang benar, berdasarkan dalil-dalil
syara'. Ia tidak boleh mengadopsi undang-undang yang bertentangan dengan
syariat.
e) Struktur Negara
Daulah Islam berdiri di atas delapan struktur (perangkat), yaitu:
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1. Khalifah (kepala negara)
2. Muawin tafwidh (pembantu khalifah dalam bidang pemerintahan)
3. Muawin tanfindz (pembantu khalifah dalam bidang administrasi)
4. Amirul jihad (panglima perang)
5. Wali (pimpinan daerah)
6. Qadli (hakim)
7. Mashalih daulah
8. Majelis umat (lembaga wakil rakyat)
Dalil struktur ini adalah af'al (perbuatan) Rasulullah saw. Beliau telah
membangun struktur negara dengan bentuk dan model seperti ini. Nabi adalah
seorang kepala negara dan beliau memerintahkan mereka untuk mengangkat
seorang khalifah atau imam.
Sedangkan jabatan muawin diserahkan Rasulullah saw. kepada Abu Bakar dan
Umar. Beliau bersabda:
"Dua wazir (pembantuku) yang kupilih dari penduduk muka bumi adalah Abu
Bakar dan Umar" (HR Timidzi)
Rasullah saw. Mengangkat Utab bin Usaid sebagai wali di Makkah dan
Badzan bin Sasandi Yaman. Beliau juga mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi
qadli di Yaman. Juga, beliau pernah mengangkat Muadz bin Jabal dan Abu
Musa sebagai wali dan qadli sekaligus di Yaman.
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Berkaitan dengan pengurusan mashalih daulah (kepentingan-
kepentingan negara), beliu mengangkat Mu'aiqib bin Abi Fatimah sebagai
penulis ghanimah (harta rampasan perang). Juga, Hudzaifah bin Al Yamani
sebagai penulis hasil panen di Hijaz. Baliau juga mengangkat amirul jihad ,
semisal Abdullah bin Jahsy Atau Abu Salamah bin Al Asad. Beliau sering kali
meminta pendapat kaum muslimin dalam hal-hal yang bersifat teknis. Di
samping itu beliau juga mengajak orang-orang tertentu untuk bermusyawarah.
Mereka itu adalah para tokoh dan pimpinan masyarakat.Fungsi mereka saat itu
layaknya lembaga syura.
Tampak jelas bahwa Rasulullah saw. Membangun struktur khas bagi
sebuah negara, dengan bentuk dan model tertentu. Beliau menjalankan
pemerintahannya hingga belia dipanggil Yang Maha kuasa.
Seorang pemikir Islam yang dianggap mula-mula menggagas konsep
negara Islam secara komprehensif adalah Jamalaluddin al-Afghani (1838-1897
M). Paling tidak ada dua hal yang mendorong pemikirannya:
1. Ia melihat betapa lemahnya ummat Islam dan para penguasanya
menghadapi imperialisme Barat, sehingga perlu dibangkitkan gerakan
Pan-Islamisme untuk menyatukan kekuatan politik ummat Islam.
2. Gerakan semacam itu, tidak mungkin lahir tanpa ummat Islam
merumuskan kembali Islam sebagai ideologi, nilai peradaban, dan identitas
kebudayaannya sendiri menghadapi tantangan modernitas Barat.85
85 Moeslim Abdurrahman, Islam Yang Memihak, ed. Qamaruddin SF (Cet. I;
Yogyakarta:LKiS, 2005), h. 69.
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Pada saat ini, sejak runtuhnya daulah Islam di Turki Itsmani tahun 1924,
tidak ada satupun negara yang memberlakukan syariat Islam secara
keseluruhan. Daulah Islam yang bersifat universal, justru diganti dengan
negara-negara bangsa yang menjadi penyebab kelemahan kaum muslimin di
seluruh dunia. Karena itu, merupakan sebuah kewajiban adanya partai politik
yang bertujuan dan beraktivitas untuk menerapkan syariat Islam secara
keseluruhan.
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BAB IV
GERAKAN DARUL ISLAM DI SULAWESI SELATAN
A. Latar Belakang Sejarah.
Pada tanggal 7 Agustus 1953 Dipimpin oleh Abdul Qahhar Mudzakkar
Memproklamasikan daerah Sulawesi Selatan menjadi bagian dari DI/TII (SM)
Kartosoewiryo Berawal dari ditolaknya tuntutan Abdul Qahhar Mudzakkar oleh
Pemerintah Pusat agar seluruh anggota Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan
(KGSS) dimasukkan ke dalam satu brigade yang disebut Brigade Hasanudin dan ia
sendiri yang menjadi komandan Brigade Hasanudin di Sulawesi Selatan.86
Abdul Qahhar Mudzakkar beserta pengikutnya melarikan diri pada saat
pelantikan sebagai Pejabat Wakil Panglima Tentara dan Tetorium VII, Abdul
Qahhar Mudzakkar beserta para pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan
memebawa persenjataan lengkap dan mengadakan pengacauan. Abdul Qahhar
Mudzakkar mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan
menyatakan sebagai bagian dari DI/TII yang dipimpin oleh Kartosoewiryo pada
tanggal 7 Agustus 1953.87
Pemerintah berencana membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan
(KGSS) dan anggotanya disalurkan ke masyarakat. Tenyata Abdul Qahhar
Mudzakkar menuntut agar Kesatuan Gerilyawan Sulawesi Selatan dan kesatuan
gerilya lainnya dimasukkan delam satu brigade yang disebut Brigade Hasanuddin
86 Lihat Video Kabut Di Lasolo: Catatan Batin Kahar Muzakkar, (Metro Files),
METROTV, 2003. Baca Juga Asli Abdul Qahhar Mudzakkar. Tjatatan Bathin Pedjoang Islam
Revolusioner, Jilid III. Singapura:…PRESS, Geliand Road, Singapura 14. h. 57.
87 Ibid. Video Metro Files, 2003.
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di bawah pimpinanya. Tuntutan itu ditolak karena banyak diantara mereka yang
tidak memenuhi syarat untuk dinas militer. Pemerintah mengambil kebijaksanaan
menyalurkan bekas gerilyawan itu ke Corps Tjadangan Nasional (CTN).88
Pada tanggal 3 Februari 1965, bertepatan hari raya Idul Fitri, melalui
Operasi Tumpas, Abdul Qahhar Mudzakkar dinyatakan tertembak mati dalam
pertempuran antara pasukan TNI dari satuan Siliwangi 330 dan anggota pengawal
Abdul Qahhar Mudzakkar di Lasolo. Akhirnya Tentara Islam Indonesia yang
dipimpin oleh Abdul Qahhar Mudzakkar wafat pada saat itu.89
Awal mula terbentuknya Darul Islam adalah sebuah gerakan yang tidak
pernah muncul ke permukaan atau tidak terlihat di masyarakat, karena tindakan
semacam itu, gerakan ini akhirnya di adili oleh pemerintah dengan alasan
menyalahgunakan kepercayaan yang di telah diberikan oleh pemerintah. Darul
Islam tidak pernah lepas dengan tokoh yang sangat di kenal yaitu Sekarmadji
Maridjan Kartosoewiryo adalah salah satu pembentuk gerakan Darul Islam.
Pergerakan ini muncul dikarenakan ketidak puasan Kartosoewiryo pada ideologi
negara, yang lebih berasaskan ideologi pancasila yang pada saat itu di cetuskan
melalui dekrit presiden, hal ini menimbulkan kekecewaan terhadap pemerintahan
sehingga pergerakan yang timbul disini adalah ketidak setujuan atas asas ideologi
negara karena yang diinginkan oleh pergerakan Darul Islam ini adalah ideologi
yang berasaskan pada ke-Islaman. Pegerakan ini lalu medasari terbentuknya
88 Ibid.
89 Op. Cit., Metro Files 2003.
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Negara Islam Indonesia yang memang masih bersikukuh dengan menginginkan
bahwa dasar negara itu harus berdasarkan ke Islaman.90
Pada akhirnya terjadi pergerakan-pergerakan yang menimbulkan
pemberontakan-pemberontakan terhadap dasar negara seperti yang di lakukan di
sulawesi selatan. Pemberontakan ini di pimpin oleh Abdul Qahhar Mudzakkar
yang ketika saat itu mendirikan sebuah organisasi pemuda dari Sulawesi yang
berdiam di Jawa, organisasi itu bernama Gerakan Pemuda Indonesia Sulawesi
(GEPIS), gerakan tersebut terdiri dari para pemuda yang berasal dari Sulawesi.
Sekitar tahun 1950 situasi politik dan militer di Sulawesi banyak
dipengaruhi pokok persoalan, apakah akan terbentuk Republik Indonesia federal
atau kesatuan. Sulawesi Selatan merupakan pusat militer dan pemerintahan Negara
Indonesia Timur, Negara ini terbentuk sejak desember 1946 sebagai salah satu dari
jumlah negara yang direncanakan pemerintah Belanda yang menjadikan Negara
Indonesia serikat yang federal. Secara militer geriliawan Republik benar-benar
telah ditumpas setelah kejadian westerling atau pembantaian rakyat sipil yang
dilakukan oleh Belanda. Secara politis tidak ada perlawanan yang berarti kecuali
beberapa sekandal intern pemerintan.91
Abdul Qahhar Mudzakkar didesak oleh bukhari yang pada saat itu
menjabat sebagai wakil ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia dan Abdullah Riau
Soshby yaitu salah seorang pemegang kepemimpinan Tenrata Islam Indonesia dari
Jawa Barat, dan pada akhirnya Kartosuwirjo secara pribadi mengirimkan surat
90 http://sejarahipa.blogspot.com/2011/04/Gerakan-Darul-Islam-Tentara-Islam. html.
91 Van Dijk, Darul Islam : sebuah pemberontakan, PT. Temprint, jakarta 1983, h. 150
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pada Abdul Qahhar Mudzakkar yang menawarkan kepadanya pimpinan Tentara
Islam Indonesia di Sulawesi.
Secara resmi Abdul Qahhar Mudzakkar menjadi panglima divisi IV
Tentara Islam Indonesia, selanjutnya dikemukakanya bahwa Abdul Qahhar
Mudzakkar ingin memulai suatu revolusi Islam pada 16 agustus 1951, dan
semuanya di rencanakan bersama komandan-komandan bawahan yaitu Saleh
Sjahban dan Abdul Fatah, yaitu mengenai penduduk Islam di Sulawesi Selatan.
Disini Abdul Qahhar Mudzakkar melakukan segala cara dan upaya untuk
menjadikan rakyat bersemangat Islam dan bersemangat negara Islam, serta
menlanjutkan dan melakukan apa saja yang dianjurkan syariat Islam di masa
perang.92
Abdul Qahhar Mudzakkar berharap kepada Soekarno untuk mengawal
Indonesia menjadi sebuah negara berdasarkan Islam, yang akan mengantarkannya
pada kebesaran. Dalam sebuah suratnya untuk Soekarno, Abdul Qahhar
Mudzakkar mengutarakan hal tersebut. “Bung Karno yang saya muliakan.
Alangkah bahagia dan Agungnya Bangsa Kita dibawah Pimpinan Bung Karno,
jika sekarang dan sekarang juga Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Islam,
Pemimpin Besar Bangsa Indonesia, tampil ke muka menjeru Masjarakat Dunia
yang sedang dipertakuti Perang Dunia III, dipertakuti kekuasaan Nuklir, kembali
kejalan damai dan perdamaian jang ditunjukkan oleh Tuhan dalam segala
Adjarannja jang ada di dalam kitab suci Al-Qur’an”. Tapi sayang, seruan Abdul
Qahhar Mudzakkar seperti gaung di dalam sumur. Harap tak bertemu, malah
petaka yang dituai. Abdul Qahhar Mudzakkar menjemput ajalnya di tangan tentara
92 Ibid. Van Dijk h. 175.
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Divisi Siliwangi yang dikirim khusus menghabisi gerakannya. Kematiannya
semakin menambah panjang daftar para pejuang yang dikhianati oleh sejarah
bangsanya sendiri.93
Darul Islam pimpinan Abdul Qahhar Mudzakkar bertujuan menciptakan
ragam masyarakat yang sama derajatnya, dan dalam beberapa hal masyarakat yang
hidup saleh dan yang menganggap kemewahan dan kesenangan sebagai dosa.
Abdul Qahhar Mudzakkar disini Ingin menghilangkan semua sisa norma sosial
tradisional, membayangkan yang sederhana, dan bertujuan untuk melenyapkan
perbedaan-perbedaan dalam kekayaan pribadi pada umumnya.
Abdul Qahhar Mudzakkar berusaha melenyapkan praktek-praktek
tradisional di Sulawesi Selatan dengan menanggulangi jebakan-jebakan luarnya.
Piagam Makalua berusaha menghapuskan penggunaan gelar atau kehormatan
sengaja atau tidak sengaja. Piagam Makalua menyatakan perang terhadap semua
orang yang tidak mau membuang gelarnya, demikian pula terhadap kelompok-
kelompok mistik fanatik. Ada pula pengaturan perkawinan, piagam ini
menentukan setiap orang yang melanggar hukum Islam tentang pergaulan sosial
dan tentang hubungan-hubungan antara kedua jenis kelamin untuk dituntut. Lalu
terdapat peraturan-peraturan yang dibuat untuk membatasi biaya perkawinan.
B. Gerakan - Gerakan Darul Islam.
Eksisnya gerakan Darul Islam di Sulawesi Selatan, karena akumulasi dari
beberapa faktor. Faktor yang sangat menentukan adalah persoalan Rasionalisasi
dan Demobilisasi Tentara. Sejak tahun 1950, di MBAD (Markas Besar Angkatan
93Artikel di akses pada tanggal 28 Oktober 2012, http://jusmanamin.blogspot.com2012/abdul-kahar-
musakkar . html.
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Darat) berkembang dua pendapat, yang saling bertentangan. Pihak pertama
dimotori oleh Kol. Bambang Soepeno, Kastaf Territorial Djawa, berpendapat
bahwa yang dibutuhkan tentara, adalah semangat revolusioner yang tinggi serta
keeratan hubungannya dengan rakyat, sedangkan pendapat kedua dimotori oleh
Kol. AH. Nasution, KSAD, yang berpendapat bahwa tentara harus cakap secara
tekhnis,terorganisir dalam hierarki yang jelas serta profesional94.
Saat pertentangan di MBAD ini kian memuncak, Panglima Soedirman
sakit keras, dan akhirnya meninggal dunia. Kelompok Soepeno akhirnya terpojok,
dan Kelompok Nasutionlah (Profesional) yang memegang keputusan di MBAD.
Akibat dari Rasionalisasi dan Demobilisan Tentara ini, sekitar 15.000 gerilyawan.
Yang ada di Sulawesi Selatan tidak akan diterima menjadi tentara oleh MBAD,
sebab mereka tidak cukup memiliki pendidikan formal yang tinggi, bahkan
kebanyakan dari mereka buta aksara latin.
Abdul Qahhar Mudzakkar, yang tampil membela hak-hak kaum
Gerilyawan. Abdul Qahhar Mudzakkar kemudian mengusulkan kepada Kol. AE.
Kawilarang; Kastaf Terittirial IV Indonesia Timur, agar gerilyawan ini dimasukkan
kedalam satu Resimen, yang diusulkan namanya “Resimen Hasanuddin”. Usul
Kahar ini di tolak mentah-mentah oleh AE. Kawilarang, bahkan Ia kemudian
mengancam akan membubarkan KGSS (Komando Gerilya Sulawesi Selatan) yang
dipimpin oleh Abdul Qahhar Mudzakkar.
Abdul Qahhar Mudzakkar yang merasa diinjak-injak harga dirinya , pada
tanggal 1 Juli 1950 mencopot segala atribut kemiliteran TNI, lalu menyerahkan
94 Blog Kompassiana. Gerakan darul islam di Sulawesi  Selatan. 31/Agustus/2010
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kepada AE. Kawilarang selaku penguasa Militer di Indonesia Timur. Pada saat itu
Kahar menyatakan keluar dari TNI, Ia kemudian bergabung dengan kesatuan-
kesatuan Gerilyawan yang tersebar di pedalaman-pedalaman Sulawesi Selatan.
Sejak saat itu, Abdul Qahhar Mudzakkar menyatakan perlawanan terhadap
Pemerintah Indonesia.
Disinilah awal dari sejarah Gerakan Darul Islam di Sulawesi
Selatan. Gerakan Darul Islam di Sulawesi Selatan secara umum dapat dibagi
empat periode, yakni:
1. Periode 1950-1953, KGSS berubah nama menjadi TKR (Tentara
Kemerdekaan Rakyat) yang masuk ke hutan melakukan perlawanan terhadap
TNI, mempersoalkan tentang Rasionalisasi dan Demobilisan Tentara.
2. Periode 1953-1959, Abdul Qahhar Mudzakkar dan pasukannya menyatakan
bergabung dengan Darul Islam Pimpinan SM. Kartosoewiryo, di Jawa Barat,
sejak saat itu orientasi perjuangannya berdasarkan pada Islam.
3. Periode 1959-1962, TNI perlahan-lahan dapat menekan Gerakan ini,
disebabkan karena adanya perpecahan ditubuh gerakan sendiri.
4. Periode 1962-1965, ditengah kesendiriannya, Abdul Qahhar Mudzakkar
berusaha merealisasikan idenya, dengan membentuk Negara
Islam, Ia kemudian memproklamirkan berdirinya RPII (Republik Persatuan
Islam Indonesia). RPII ini merupakan negara yang tidak berada lagi dibawah
kekuasaan Kartosoewiryo. Tapi merupakan negara merdeka dibawah
kepemimpinan Abdul Qahhar Mudzakkar, dengan gelar Khalifah95.
95 Ibid. Blog Kompassiana.
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Akhir dari gerakan ini secara umum, ditandai dengan meninggalnya
Abdul Qahhar Mudzakkar ditangan Kopda Sadeli, Anggota Pasukan dari Batalyon
330 Kujang I Siliwangi, pada tanggal 3 pebruari 1965 di tepi sungai Lasolo’, desa
Laiyu Sulawesi Tenggara. Di wilayah yang sempat dikuasai oleh gerakan Darul
Islam, pernah menegakkan Syariat Islam, yang menyimpan konstruksi sejarah dan
liku-liku realitas gerakan Darul Islam pada masa lalu. Diantara wilayah itu adalah
Moncongloe, yang merupakan wilayah Darul Islam, yang terdekat
dengan Makassar.
a) Bangkitnya Darul Islam
Gerakan Darul Islam adalah sebuah gerakan yang berdasarkan Islam.
maksud dan tujuan gerakan ini ialah mendirikan suatu negara yang berdasarkan
Islam. Gerakan Darul Islam menggunakan cara perlawanan bersenjata, untuk
mencapai tujuannya.
Gerakan ini berpusat di Jawa Barat, dibawah kepemimpinan SM.
Kartosoewiryo, tokoh penting di Jawa Barat. Gerakan ini muncul akibat dari
kekecewaan Kartosoewiryo akan penandatanganan perjanjian Renville, pada
tanggal 17 Januari 1948, yang isinya merugikan pihak Indonesia, sebab
wilayahnya makin sempit.
SM. Kartosoewiryo kemudian memproklamirkan berdirinya Negara Islam
Indonesia (NII), pada tanggal 7 Agustus 1949. Gerakan ini mampu bertahan
selama 13 tahun, sebelum akhirnya berhasil dilumpuhkan dengan menggunakan
operasi pagar betis dibawah pimpinan Mayjen. Ibrahim Adjie komandan pasukan
Divisi Siliwangi, Kartosoewiryo kemudian ditangkap pada tanggal 2 Juni 1962. Ia
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kemudian dijatuhi hukuman mati, sejak saat itu gerakan Darul Islam Padam di
Jawa Barat.96
Gerakan Darul Islam pimpinan SM. Kartosoewiryo, merupakan pusat
gerakan Darul Islam, kemudian bergabung,diantaranya dari Jawa Tengah, Aceh,
Kalimantan Selatan serta Sulawesi Selatan dibawah pimpinan Abdul Qahhar
Mudzakkar.97
b) Gerakan Darul Islam Sulawesi Selatan
Gerakan Darul Islam di Sulawesi Selatan adalah sebagai hasil akumulasi
berbagai persoalan dan watak khas Sulawesi Selatan, yakni :
1. Gerakan Tentara
Untuk dapat bergabung dan menjadi prajurit resmi APRIS (Angkatan
Perang Republik Indonesia Serikat) gerilyawan haruslah memiliki pendidikan
formal serta memiliki kecakapan fisik yang mendorong, yang oleh Kolonel AH.
Nasution dikatakan bahwa tentara itu harus profesional serta mempunyai
struktur yang jelas. Gerilyawan yang terdapat di Sulawesi Selatan rata-rata
tidak berpendidikan formal secara memadai bahkan mereka buta aksara latin.
Persoalan inilah yang kemudian menjadi faktor utama timbulnya
gerakan Darul Islam di Sulawesi Selatan.
2. Siri’ na Pacce
Siri’ na pacce sudah lama dikenal dikalangan masyarakat Bugis
Makassar, dimana bila seseorang dipermalukan harkat, martabat dan harga
96 Abdul Qahhar Mudzakkar, Op. Cit., h. 60.
97 Lihat pembahasan  Bab III Definisi Darul Islam.
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dirinya maka orang tersebut harus membalasnya. Dalam hal ini yang
dipermalukan adalah gerilyawan, karena mereka dikeluarkan dari ketentraman
demi keprofesionalan tentara masa depan, padahal jasa-jasanya kepada
kemerdekaan Indonsia tidak terhitung nilainya. Yang mempermalukan adalah
pemerintah pada umumnya serta TNI khususnya.98
3. Faktor Agama
Agama turut menjadi “alat ampuh” dalam mengobarkan gerakan Darul
Islam semboyan gerakan ini dalam propagandanya untuk mengobarkan
perlawanan adalah perjuangannya adalah perang suci (jihad) dalam
menegakkan Daar al-islam. Dalam Islam tiga puncak ibadah yakni shalat,
puasa serta jihad.
Di Sulawesi Selatan termasuk baris Islam sejak zaman kerajaan Islam
sudah mengakar dikalangan masyarakat. Secara formal Islam diterima
masyarakat Sulawesi Selatan ditandai dengan di Islamkannya raja Gowa ke-
XIV I mangarangi Daeng Manrabia oleh Datu Ribandang (ulama
Minangkabau) pada hari jum’at tanggal 22 september 1605, raja Gowa ke-XIV
ini setelah masuk Islam bergelar Sultan Alauddin. Dari Gowa ini, Islam
kemudian menyebar keseluruh Sulawesi Selatan (kecuali Tana Toraja dan
sebagian daerah Mamasa) Islam Disebarkan Gowa baik secara damai maupun
98 Prof. Mr. DR. Andi Zainal Abidi. Sejarah Sulawesi Selatan.(Ujungpandang:
Hasanuddin University Press, 1999), h. 220.
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secara kekerasan. Kekerasan yang dilakukan Gowa kepada wilayah lainnya
adalah “Musu’ Asselenge” (perang membela Islam).99
Tiga setengah abad kemudian, gerakan Darul Islam muncul dan
melakukan “musu’ asselenge” gaya baru. Sehingga masyarakat Sulawesi
Selatan banyak yang bersimpati kepada gerakan ini, karna gerakan ini
berdasarkan Islam serta berseru untuk memurnikan Islam yang selama ini sudah
dikotori oleh kepercayaan-kepercayaan pra Islam serta khurafat dan bid’ah.
c) Gerakan Abdul Qahhar Mudzakkar
Titik awal dari gerakan Darul Islam di Sulawesi Selatan, yaitu mundurnya
Letkol Abdul Qahhar Mudzakkar dari APRIS (Angkatan Perang Republik
Indonesia Serikat). Tanggal 1 Juli 1950 Kahar mencopot tanda pangkat
dipundaknya serta segala simbol-simbol kemiliteran, kemudian diserahkan secara
baik-baik kepada Kol. AE. Kawilarang, Panglima Territorium IV Indonesia Timur,
sejak saat itu Kahar menyatakan keluar dari APRIS dan bergabung bersama
gerilyawan-gerilyawan dipedalaman-pedalaman Sulawesi Selatan.
Apa yang dilakukan Kahar ini adalah manipestasi dari puncak perdebatan
dalam MBAD. Perbuatan Kahar ini secara tidak langsung didukung oleh Kolonel
Bambang Soepeno. Terbukti Soepeno yang waktu itu menjabat sebagai wakil
KSAD, pada tahun 1950 mengirim Batalyon 110 Seulawah jantan dibawah
pimpinan Kapten Hasan Saleh dalam rangka operasi militer terhadap Batalyon
99Taufik Abdullah, Islam dan Masyarakat, Pantulan seajrah Indonesia. (Jakarta:LP3Es,
1987), h. 89. Lihat pula bukunya Dr. Badri Yatim, M.A. Sejarah Peradaban Islam, Dirasah
Islamiyah II. (Jakarta:PTRajaGrafindo Persada, 1993), h. 223.
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KGSS, namun Batalyon 110 Seulawah Jantan ini, tidak dipersenjatai, sebab
Soepeno tidak ingin melihat sahabatnya Kahar mati dalam operasi Militer.
Abdul Qahhar Mudzakkar adalah putra dari seorang pedagang mapan di
Lanipa distrik Ponrang kerajaan Luwu. Kahar lahir pada tanggal 24 maret 1921 di
Lanipa, kerajaan Luwu. setelah berumur 20 tahun, Abdul Qahhar Mudzakkar
“merantau” ke Jawa khususnya di daerah Yogyakarta disana ia bergabung dengan
Laskar atau Tentara Pelajar yang berasal dari Sulawesi Selatan dalam berjuang
merebut kemerdekaan dan mempertahankannya.
Atas jasa-jasanya ini dalam diangkat oleh APRIS dengan pangkat
terakhir Letnan Kolonel. Pangkat yang belum pernah disandang oleh orang Bugis
Makassar sebelumnya.
Setelah kemerdekaan, Abdul Qahhar Mudzakkar tampil membela hak-hak
gerilyawan yang dicampakkan begitu saja oleh MBAD. Ia kemudian memimpin
KGSS angkat senjata melawan APRIS Kahar dan pasukannya kemudian
bergabung dengan Darul Islam yang dipimpin oleh SM Kartosoewiryo, pada
tanggal 7 agustus 1953 sejak saat itu dasar perjuangan Abdul Qahhar Mudzakkar
berdasarkan Islam, sebelumnya dalam tenggang 1950-1953, Kahar dan
pasukannya yakni TKR (Tentara Kemerdekaan Rakyat), masih berdasarkan
Pancasila.
Sejak menyatakan bergabung dengan Darul Islam, maka perjuangan dari
Darul Islam Sulawesi Selatan kian meluas, serta mendapat respon positif baik dari
beberapa tokoh, maupun Organisasi Islam yang ada di Sulawesi Selatan.
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Organisasi yang mendukung itu meskipun secara tidak langsung,
adalah Masyumi, Muhammadiyah, PSII, serta lembaga pendidikan Islam DDI
pimpinan Anre’gurutta, H. Abdurrahman Ambo Dalle.
Antara tahun 1959 – 1962, TNI mulai berhasil menekan gerakan ini,
karena disebabkan oleh perpecahan di tubuh gerakan Darul Islam sendiri. Pada
tahun 1962, Kahar mencoba bertahan ditengah kesendiriannya, ia berusaha
merealisasikan idenya mendirikan Negara Islam yang beliau cita-citakan selama
ini. Ia kemudian beserta sisa-sisa pasukannya kemudian memproklamasikan
berdirinya Republik Persatuan Islam Indonesia (RPII). RPII ini merupakan negara
Islam yang berpusat di Sulawesi Selatan, bukan lagi sebagai bagian dari Darul
Islam Jawa Barat, yang pada waktu itu sudah dilumpuhkan oleh TNI. Kahar
sendiri yang menjadi Presiden/Chalifah RPII, dengan gelar militernya yang
tertinggi ditubuh Darul Islam ialah Kolonel.
Karena banyak tokoh Darul Islam Sulawesi Selatan menyerah atau
ditangkap, diantaranya Bahar Mataliu dan Usman Balo menyerah, serta Nurdin
Piso tertangkap. Akhirnya disusul dengan gerakan Darul Islam Sulawesi Selatan,
kemudian Abdul Qahhar Mudzakkar menghembuskan napas terakhir ditangan
Kopda Sadeli, prajurit dari Yon 330 Kujang I Siliwangi. Pada tanggal 3 Februari
1965 di Tepi Sungai Lasolo’ di Desa Laiyu Sulawesi Tenggara100.
Lazimnya suatu gerakan yang pernah mengakar selama 15 tahun di
Sulawesi Selatan, pastilah ada dampak yang ditinggalkannya di masyarakat,
terutama diawal-awal lenyapnya gerakan ini. Bahkan sampai saat ini masih segar
100 Barbara Sillars Harvey. Pemberontakan kahar muzakkar dari tradisi ke DI/TII. h 316-
319.
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diingatan masyarakat Sulawesi Selatan khususnya dipedalaman-pedalaman bahwa
gerakan ini pernah meninggalkan dampak terhadap masyarakat.
C. Pengaruh Darul Islam.
Di daerah Sulawesi Selatan sendiri Kahar membentuk suatu sistem distrik-
distrik militer yang masing-masing dikepalai oleh Komandan brigade. Ia
mengadakan pertemuan paling banyak sekali setahun dengan para komandan,
tampaknya mereka memiliki otonomi yang cukup besar di lingkungan daerahnya
sendiri. Misalnya, sekalipun banyak Jalan, Jembatan, Rumah, Sekolah, dan lain-
lain. Di Luwu yang dibakar atas perintah langsung Abdul Qahhar Mudzakkar.
Penghancuran yang jauh lebih sedikit diberitakan telah terjadi di selatan yang
berada di bawah komando Bahar Mattaliu. Hampir semua kontak agaknya bersifat
Vertikal, dengan para komandan bawahan merasa cemburu terhadap hak progratif
teritorialnya, sehingga kalau suatu pasukan lain memasuki daerahnya tanpa minta
izin, maka pertempuran pasti akan terjadi.
Di tingkat Desa, setiap empat rumah dan setiap empat Kampung dikepalai
oleh seorang Imam, denga pula setiap empat Desa. Sesuai dengan suatu negara
Islam, maka ada satu hierarki  pemerintah tunggal keagamaan. Para anggota bekas
DI/TII berbicara mengenai” kerapian pemerintahan yang didirikan di hutan di
bawah kekluasaan DI/TII. Hukum Islam yang didasarkan Al-Qur’an diberlakukan.
Tanpaknya, ketentuan ini yang sering dikutip bahwa telah dilaksanakan bentuk
hukuman terhadap pencurian dengan pemotongan tangan kanan.101
Sebagaimana dikemukakan diatas, sebagian adalah daya tarik Islam kepada
101 Ibid. Barbara Sillars Harvey. h 209.
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rakyat Sulawesi Selatan yang menyebabkan meluasnya kekuasaan  DI/TII di
daerah ini. Suatu negara Islam adalah tujuan yang bisa diterima oleh banyak orang
dan Islam adalah identifikasi yang sudah dikenal rakyat untuk membedakan
dirinya sendiiri dari lawannya yang kafir. Abdul Qahhar Mudzakkar tidak meyebut
pasukan yang diperanginya sebagai TNI, suatu nama yang mengandung kenang-
kenangan simpatik  mengenai revolusi nasional tetapi Tentara Djawa Komunis
(TDK). Sejumlah bangsawan memegang posisi yang bertanggung jawab dalam
DI/TII, dan dalam kenyataan banyak membantu untuk memastikan dukungan
rakyat bagi Abdul Qahhar Mudzakkar. Adalah kepercayaan rakyat biasa terhdap
komandan DI/TII setempat, demikian pula pesona yang ditimbulkan oleh
kehadiran Kahar yang karismatik, yang menjelaskan mengapa demikian banyak
orang tinggal di atau pergi ke Hutan dengan DI/TII.102
Sejak tahun 1975 DI/TII dibagi menjadi dua daerah militer yang masing-
masing dikepalai oleh komandan divisi yang membawahkan empat resimen.
Daerah utara (Luwu dan Mandar) di bawah letnan colonel (DI/TII) Sjamsul
Bachri, yang juga komandan Devisi Hasanuddin. Daerah selatan (Bone, Wajo,
Soppeng, dan selatan) dikepalai oleh letnan colonel (DI/TII) Bahar Mattaliu,
komandan devisi 40.000. disamping organisasi territorial ini, Kahar sendiri sejak
tahun 1953 telah membawahkan suatu pasukan tempur mobil (merangkap
pengawal), yaitu mobile moment Comando atau Momoc. Dalam kurun waktu
1954-1956, pasukan ini terdiri darai empat Brigade. Kekuatan DI/TII seluruhnya
di Sulawesi Selatan dan tenggara ada tiga tupuluh dua batalyon infanteri.103
102 Ibid., h 206 -207.
103 Ibid., h. 31.
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Hubungan kekeluargan antara pemberontak dan para pejabat sipil dan
militer di kota-kota  menjalin bantuan bagi DI/TII, dengan menyebabkan suatu
kebijaksanaan penindasan keras sulit dilaksanakan. Hampir setiap orang di kota
mempunyai keluarga di hutan dan sanak keluarga ini hakikatnya murapakan
sandera, dalam arti bahwa kalau anggota keluarga dalam pemerintahan atau TNI
meyokong tindakan keras, maka anggota keluarga yang di hutan mungkin dibunuh
untuk membalas dendam.
Dalam rapat komandan DI/TII akhir April atau Awal Mei 1958 yang
dikenal sebagai rapat PUPIR II, kahar mengumumkan rencananya untuk
membentuk satu pasukan elite baru yang diberi nama Momoc Ansharullah,
langsung di bawah komandonya. Senjata diambil alih dari pasukan-pasukan
toritorial, semua senjata berat dan lima persen dari semua senjata ringan untuk
melengkapi pasukan momoc ini, yang dimasudkan menjadi inti DI/TII. Dengan
tujuan membentuk Momoc Ansharullah semakin jelas, ketika tiga bulan kemudian
sjamsul Bahcri dikirim keluar negeri untuk belajar. Dengan kepergiannya dua
diantara resimen yang sebelumnya berada di Devisi Hasanuddin dipaksa masuk
Momoc di bawah komando Abdul Qahhar Mudzakkar. 104
Abdul Qahhar Mudzakkar berhasil membuat persetujuian teritorial dan
perdangan dengan diantara bekas komandan CTN, yang sekarang menjadi
penguasa perang  TNI, Andi Selle dan Andi Sose, sehingga operasi setempat tidak
akan dilakukan terhadap dirinya di dalam daerah luasyang berada di bawah
kekuasaannya. Khususnya selle, yang ditempatkan di daerah pantai deka Parepare
dan Polewali (Mandar), Merupakan sumber senjata danm persediaan yang baik
104 Muhammad bahar Mattaliu, Tabir Terbuka (tampa Penerbit), 1959),h,16.
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sekali, karena ia selalu bersedia mengadakan barter selama ia mendapat bagian.
Parepare adalah pelabuhan lama untuk penyelundupan, dekat dengan daerah
penghasil kopra, dan dari sini hubungan dengan Kalimantan, Tawao bahkan
dengan Singapura mudah diadakan.
Beberapa anggota TNI yang berjiwa dagang diberitakan menyewakan
senjata mereka kepada DI/TII secara mingguan dengan demikian dapat
memperolehnya kembali apabila mereka memerlukan, tetapi sementara itu
mendapat keuntungan luimayan dari senjata tersebut. Anggota keluarga dan
temanp-teman di kota juga mengirim makanan, obat-obatan dan barang-barang
lainnya yang bersifat duniawi.
Ada beberapa bantuan asing secara langsung, sekalipun hampir tidak
secara sukarela, kepada DI/TII daklam bentuk sebelas orang asing diculik selama
masa pemberontakan. Empat orang diantaranya adalah dikatan Dokter, dua orang
melakukan praktek pengobatan , dua orang lainnya mengajar di Universitas Islam
yang di dirikan oleh DI/TII di Gunung Latimojong. Orang asing lain yang disebut
adalah seorang guru besar sastra Prancis yang mengalami nasib buruk karena
menyertai salah seorang Dokter tersebut dalam kunjungan ke kota peristirahatan
Malino dan seorang pendeta Belanda yang diculik di daerah Toraja.105
105 Op.cit., h 208.
105
BAB V
REAKSI MASYARAKAT TERHADAP DARUL ISLAM
A. Penerimaan
Daerah tempat gerakan Darul Islam pertama-tama mulai di Jawa, dan
kemudian menyebar ke bagian-bagian lain Indonesia, adalah daerah pengunungan
di Jawa Barat, yang ke Timur dari Bandung sampai keperbatasan dengan Jawa
Tengah. Umumnya, bila orang membicarakan pemberontakan Darul Islam.
Daerah inilah yang mereka maksud. Sering dilupakan bahwa juga terjadi
pemberontakan yang serupa dan berhubungan dibagian-bagian daerah lain daerah
Indonesia, yang menambah kesulitan yang dihadapi pemerintah yang berturut-
turut di Indonesia dalam menumpas pemberontakan maupun memperkukuh
konotasi yang mengerikan tentang kata-kata Darul Islam dalam semua
kalangan.106
Di Sulawesi Selatan meletus suatu pemberontakan terhadap Republik
Indonesia tidak lama sesudah pengakuan resmi kemerdekaan Indonesia. Pada
tahap-tahap mula pemberontakan ini semata-mata merupakan keresahan bekas
para pejuang gerilyawan yang mengerutu tentang cara penggabungan mereka
kedalam Tentara Indonesia atau demobilisasi sepotong-sepotong. Beberapa tahun
kemudian pemberontak-pemberontak ini menggabungkan diri kedalam Negara
Islam Indonesia Kartosoewiryo. Pemberontakan di Sulawesi Selatan dipimpin
Abdul Qahhar Mudzakkar. Inilah yang mempengaruhi bagian-bagian luas Sulawesi
106 C. Van Dijk, Darul Islam, (Jakarta: Tempo, 1982). h.1.
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Selatan dan Sulawesi Tenggara selama bertahun-tahun.107
Salah satu gejalah yang menyolok dalam peberontakan Darul Islam
adalah keuletannya. Dalam hal ini terdapat perbedaaan yang besar sekali dengan
pemberontakan PRRI/Permesta, yang begitu Angkatan Darat Republik Indonesia
Pusat bertindak menghadapinya, cepat melempem, karena tidak memperoleh
dukungan rakyat setempat.
Ketahanan usia Darul Islam juga sangat berbeda dengan perlewanan PKI
sesudah 1965, yang ditumpas Angkatan Darat hanya dalam beberapa tahun.
Gejala yang istimewa ini menjadikan  persoalannya lebih menarik bagi kita untuk
berusaha mengkhususkan factor sosial dan politik yang mendorong rakyat masuk
gerakan ini dan melaksanakan perjuangannya walaupun menghadapi banyak
penderitaan.108
Suatu sifat yang rasionalisasi masyarakat memasuki gerakan DI/TII
disamping sifat empatik kepada kekecewaan ditubuh RI karena ada sikap
diskriminasi terhadap daerah untuk memasukkan pejuan kedalam tentara RI di
tolak dan disisi lain perjuangan memperjuangkan ideologi Islam kedalam konsep
Negara. Dari kesamaan ideologi tersebut masyarakat menganggap ini adalah
perjuangan jihad mempertahankan agama dan memerangi orang-orang kafir yang
mencoba menghentikan penerapan syariat kedalam Negara secara lembaga
konstitusi negara.
Tidak ada unsur kekecewaan dan keterpaksaan yang dihadapi bagi bekas
pengikut DI/TII selama mengikuti perjuangan melawan RI, bahkan ini adalah
107 Ibid. h.143.
108 Ibid. h. 321
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suatu karir yang semestinya jadi rujukan dalam menjalankan kehidupan bernegara
yang persisis pernah diperjuangkannya yaitu menempatkan syariat Islam dalam
pagar Negara bukan dilempar di luar negara yang notabenenya aturan hidup
langsung dari sang Maha Kuasa yaitu Allah swt adalah aturan sempurna yang
memeiliki landasan negara.
Gerakan Darul Islam muncul dan melakukan “musu’ asselenge”
gaya baru. Sehingga masyarakat Sulawesi Selatan banyak yang bersimpati kepada
gerakan ini, karna gerakan ini berdasarkan Islam serta berseru untuk memurnikan
Islam yang selama ini sudah dikotori oleh kepercayaan-kepercayaan pra Islam
serta khurafat dan bid’ah.109
B. Penolakan
Selama berlangsungnya gerakan DI/TII, kehidupan masyarakat Sulawesi
Selatan terutama di daerah operasinya, sangat merasakan dampak kehadiran
DI/TII. Betapa tidak, gerombolan DI/TII sering melakukan gerakan yang
membuat masyarakat untuk memaksa penerapan syariat Islam di daerah
operasinya, dan bahkan stikma yang ada dimasyarakat tentang pembakaran
Rumah-Rumah masyarakat bahakan penculikan yang dilaksanakan kepada
masyarakat yang di lakukan oleh DI/TII ternyata ada oknum atau kelompok
tertentu yang mencoba menciderai gerakan DI/TII, betapa tidak hal yang sangat
kompleks terjadi pertikaian antara pemerintah RI ingin mencoba menarik
dukungan dari masyarakat untuk menghancurkan gerakan DI/TII yang separatis
109 Taufik Abdullah, Islam dan Masyarakat, Pantulan seajrah Indonesia.
(Jakarta:LP3Es, 1987), h. 89. Lihat pula bukunya Dr. Badri Yatim, M.A. Sejarah Peradaban
Islam, Dirasah Islamiyah II. (Jakarta:PTRajaGrafindo Persada, 1993), h. 223.
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tersebut. . Dengan demikian, keberadaan mereka telah menimbulkan kegelisahan
dan ketakutan serta berbagai predikat lainnya yang bernuansa “seram” yang
dialamatkan kepada DI/TII merupakan bukti nyata dari berbagai tindakan yang
dilakukan terhadap masyarakat yang di jadikan tumbal strategi pemerintah untuk
merusak nama DI/TII didaerah tersebut..
Akibat dari gerakan Strategi pemerintah yang mengunakan masyarakat
sebagai alat untuk menjadikan isu bahwa yang melakukan Berbagai tindakan
dilakukan oleh pasukan DI/TII terhadap masyarakat Sulawesi Selatan itu telah
mencabik-cabik harmonisasi kehidupan masyarakatya sehari-hari. Tangisan
seorang ibu yang kehilangan anaknya sangat memilukan hatinya. Rasa tidak
tenang dan aman menyebabkan sebagian masyarakat yang berada di daerah
opeasi DI/TII terutama mereka yang tidak mau bergabung (bekerja sama)
terpaksa harus meningalkan kampung halamannya, mengungsi ke daerah-daerah
yang dianggap aman antara lain di mana tempat terdapat TNI.110
Pasukan Darul Islam Tentara Islam Indonesia hanya ingin melakukan
aksi-aksinya di daerah pedalaman . Di samping untuk menerapkan ideologi Islam
dan mengakomodir kepentingan masyarakat setempat yang telah dikuasainya,
ternyata ironisnya kepala pemerintahan yang bertanggung jawab atas daerah-
daerah tersebut seperti kepala kampung dan kepala distrik tindak berada di tempat
atau dengan kata lain telah meninggalkan daerahnya, sebab terpengaruh oleh isu
110 Arsip Nasional Republik Indonesia: Inventaris Arsip pemerintah Propinsi Sulawesi
1950-1960 dan Koleksi Pribadi Muhammad Saleh Lahade 1937-1973.
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yang dilancarkan oleh pemerintah sehingga mereka tidak mau lagi bekerja sama
dengan DI/TII.111
Reaksi masyarakat muncul terutama ketika gerakan gerombolan
melakukan pembakaran dan pembunuhan. Akibat dari tindakan pemerintah ini,
maka di tiap-tiap daerah pedalaman disediakan pos-pos pengamanan untuk
menutupi aksinya di masyarakat. Kaitannya dengan hal itu, rakyat diikutsertakan
untuk membantu alat-alat negara dalam rangka melakukan pengamanan dan
penumpasan gerakan DI/TII.
Bagi mereka yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah dalam hal
ini, mereka direkrut dan dilibatkan dalam sebuah barisan penjaga keamanan yang
biasa disebut dengan Organisasi Perlawanan Rakyat (OPR), yang sebelumnya
bernama Organisasi Pagar Desa (OPD) dibentuk pada tanggal 23 Januari 1955
sampai dengan tahun 1958. Kehadiran OPR disambut baik oleh masyarakat
Sulawesi Selatan. terutama di daerah pedalaman yang sebelumnya selalu
mendapat aksi dan pengaruh dari DI/TII. Bentuk sambutan baik itu diwujudkan
melalui keterlibatan sebagian warga dalam struktur OPR.112
Berasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa tampaknya pada tahun
1951-1961 pasukan DI/TII cukup intensif dalam melakukan aksi-aksinya
terutama di daerah Sulawesi Selatan yang oleh penduduk setempat diidentifikasi
dengan “gerombolan” telah menimbulkan keresahan oleh pemerintah, sehingga
111 M. Bahar  Mattalioe, 1994, Pemberontakan Meniti Jalur Kanan. Jakarta : Grasindo.h
45.
112 A.H  Nasution, 1959, Keterangan Pemerintah Kepada Sidang Pleno DPR tanggal 16
Desember 1959 Mengenai Keamanan. Departemen Penerangan RI.
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pemerintah melakukan pemutaran fakta untuk melakukan gerakan kesengsaraan,
ketidak-amanan dan ketidak-kenyamanan bagi masyarakat setempat.
Aksi-aksi penculikan terutama dialamatkan kepada tokoh-tokoh
masyarakat DI/TII yang berpengaruh di suatu kampung dengan harapan mereka
itu tadi menjadi kaki tangan pemerintah dalam mobilissi gerakan massa. Mereka
yang menjadi sasaran yang akan dijadikan kaki tangan pemerintah terutama guru-
guru sekolah dan guru mengaji, sebab status dan kedudukan sosial mereka, di
samping kharismanya yang diharapkan dapat menarik simpati rakyat untuk
kemudian mendukung gerakan pemerintah. Selain dua unsur tokoh masyarakat
tersebut, yang tidak lepas dari incaran untuk dipengaruhi adalah para kepala
kampung dan kepala-kepala distrik di setiap daerah yang menjadi sasaran aksi
pasukan pemerintah dengan berkedok DI/TII.113
Kendatipun demikian, tidak jarang dari para tokoh masyarakat tersebut
yang tidak setuju atau tidak mau bekerja sama dengan DI/TII. Terhadap mereka,
minimal ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu melarikan diri/mengungsi
ke tempat-tempat yang tidak/sulit dijangkau oleh pasukan DI/TII terutama daerah
yang mana terdapat aparat kemanan dan bila tidak sempat menyingkir ditangkap
gerombolan, maka yang terjadi kemudian adalah pembunuhan atas keberingasan
gerakan pemerintah yang bersangkutan. Karena itu, banyak warga yang harus
menyingkir, meningalkan kampung halamannya demi untuk menyelamatkan diri
dan kelangsungan hidupnya.
113 Ibid.
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Ada oknum atau kelompok tertentu yang melakukan penculikan
danpembunuhan kemudian dialamtkan kepada gerakan DI/TII. pasukan oknum
tersebut juga melakukakn perampokkan barang-barang tanpa kecuali barang-
barang yang mereka dapati ketika beraksi yaitu kepunyaan penduduk hampir
dalam setiap kali aksi memasuki kampung-kampung. Hal ini sudah barang tentu
terkait dengan upaya menghimpun kekuatan kepihak pemerintah dalam rangka
mobilisasi dan kelangsungan gerakan untuk menumpas gerakan DI/TII di daerah
Sulawesi Selatan. Akibat dari tindakan mereka itu, maka ketika anggota DI/TII
yang untuk menerepkan ideologi Islam dan untuk mengakomodir kepentingan
daerah telah rusak sistem  dan kepercayaan yang kemudian dibangun selama ini
akhirnya ketika memasuki salah satu kampung, ironisnya para warga pun
berlarian menjauhkan diri dan bersembunyi karena ketakutan, kecuali bagi
mereka warga yang tidak termakan taktik licik yang dilancarkan kelompok
tertentu tetap mau setuju atau mau bekerja sama dengan DI/TII.114
114 Ibid.
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan.
Kehadiran gerakan Darul Islam dalam pentas sejarah Indonesia, telah
memberikan warna tersendiri bagi arah kehidupan dan sejarah bangsa ini. Ia
sebagai gerakan Islam yang taat menjadikan anggotanya yang tidak kenal
kompromi terhadap segala sesuatu yang dianggapnya tidak benar.
Pada periode awal kemerdekaan, gerakan dengan gigih memperjuangkan
dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia agar terbebas dari penjajahan bangsa
asing. Walau pada akhirnya, gerakan ini berpaling dari Republik Indonesia yang
diakibatkan oleh keberpihakannya kepada anggota KGSS yang merupakan bekas
kesatuan sebelumnya, adapun relasi Darul Islam di Sulawesi Selatan sebagai
berikut:
a. Ide pembentukan Negara Islam Indonesia Sulawesi Selatan yang
diproklamirkannya pada tanggal 7 Agustus 1953 merupakan perwujudan dari
kekecewaannya atas sikap Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan
persoalan kelaskaran di Sulawesi Selatan, terutama sekali persoalan KGSS.
Berdirinya Negara Islam Indonesia yang berbentuk negara
kesatuan, pemikiran seorang Abdul Qahhar Mudzakkar semakin maju dan
melakukan perombakan dalam tubuh dan susunan negara kesatuan tersebut
dikemudian hari.
b. Awal gerakannya dimulai ketika Perseteruannya dengan Kartosoewiryo
dalam hal bentuk negara, memaksanya untuk keluar dari barisan Darul
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Islam/Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat lalu membentuk negara
Republik Persatuan Islam Indonesia pada tanggal 14 Mei 1962 di Sulawesi
Selatan. Negara baru ini, mengalami tantangan yang berat dalam
mempertahankan eksistensinya sebagai negara Islam. Operasi-operasi yang
dilakukan Angkatan Perang Republik Indonesia semakin sering dilakukan
yang membuat barisan Darul Islam semakin terdesak. Disisi lain, negara
baru ini tidak mendapatkan pengakuan dari negara manapun dibelahan dunia
ini.
Abdul Qahhar Mudzakkar si Manusia Bugis berjuang dalam
kesendirianya dalam memperjuangkan apa yang diyakininya serta menjadi
pilihan politiknya yang tidak dapat digantikan dengan yang lainnya.
c. Reaksi masyarakat Sulawesi Selatan terhadap Darul Islam dimulai pada
tanggal 3 Februari 1965, Khalifah negara Darul Islam di Sulawesi Selatan
tertembak di Sungai Lasolo. Kematian Abdul Qahhar Mudzakkar merupakan
kematian yang paling kontroversial, khususnya di Sulawesi Selatan.
Kebanyakan dari pengikutnya masih mempercayai kalau Abdul Qahhar
Mudzakkar masih hidup. Namun, pihak keluarga Abdul Qahhar Mudzakkar
sendiri telah menyatakan kalau Abdul Qahhar Mudzakkar telah meninggal
dunia.
Adapun konsep negara Darul Islam yang coba di implementasikan
adalah bentuk negara federasi karena dianggap dapat mengakomodir
kepentingan suku-suku bangsa atau semua golongan. Sekalipun demikian,
Abdul Qahhar Mudzakkar menjadikan Islam sebagai satu-satunya dasar
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negara yang kemudian dijalankan dalam sistem pemerintahan Demokrasi
Sejati yang berlandaskan pada nash Al-Quran dan hadits.
B. Saran - Saran Penulis.
Setelah penulis melakukan penelitian dan penelusuran sejarah tentang
Darul Islam Ide dan Pembentukan Negara Islam Di Sulawesi Selatan, maka
adapun saran-saran sebagai berikut:
a. Perlunya penelitian lebih lanjut tentang gagasan-gagasan Darul Islam
menyangkut konsep negaranya.
b. sebaiknya penulisan tentang sejarah gerakan Darul Islam dibahas tanpa
pengaruh propaganda rezim dimasa silam.
c. Sebaiknya karya-karya yang membahas tentang tokoh Darul Islam tentang
kematian Abdul Qahhar Mudzakkar dipublikasikan agar tidak terjadi
perbedaan pendapat dikalangan masyarakat luas.
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